
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1561, 2019 KOMINFO. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Jabatan 
Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan 

Fungsional Asisten Pranata Siaran. Petunjuk 
Teknis. 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  14  TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS 

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, 

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN, 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN, DAN 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika 

merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Teknisi  

Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, Jabatan 

Fungsional Asisten Teknisi Siaran, dan Jabatan 

Fungsional Asisten Pranata Siaran; 

  b. bahwa untuk pembinaan profesi dan pengembangan 

karier serta peningkatan profesionalisme Jabatan 

Fungsional Teknisi  Siaran, Jabatan Fungsional Pranata 

Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, dan 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Teknisi  Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, 
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Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, dan Jabatan 

Fungsional Asisten Pranata Siaran; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5949); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4486); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4487); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6340); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1696); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1697); 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1698); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1699); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL 

TEKNISI SIARAN, JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN, 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN, DAN 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
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melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya 

disingkat JFTS adalah jabatan yang diduduki oleh PNS 

yang melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik 

produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada 

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan 

lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia. 

5. Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya 

disebut Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, 

penyiaran, dan layanan media baru, dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh PyB. 

6. Jabatan Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya 

disingkat JFPS adalah jabatan yang diduduki oleh PNS 

yang melakukan kegiatan produksi, penyiaran, dan 

layanan media baru pada lembaga penyiaran publik 

Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik 

Televisi Republik Indonesia.  

7. Pejabat Fungsional Pranata Siaran yang selanjutnya 

disebut Pranata Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan 

produksi, penyiaran, dan layanan media baru, dengan 

hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh 

PyB.  

8. Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang 

selanjutnya disingkat JFATS adalah jabatan yang 

diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang 

teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru 

pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia 
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dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik 

Indonesia. 

9. Pejabat Fungsional Asisten Teknisi Siaran yang 

selanjutnya disebut Asisten Teknisi Siaran adalah PNS 

yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, 

penyiaran, dan layanan media baru, dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh PyB. 

10. Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang 

selanjutnya disingkat JFAPS adalah jabatan yang 

diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang 

produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada 

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan 

lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia. 

11. Pejabat Fungsional Asisten Pranata Siaran yang 

selanjutnya disebut Asisten Pranata Siaran adalah PNS 

yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

untuk melakukan kegiatan di bidang produksi, penyiaran 

dan layanan media baru, dengan hak dan kewajiban yang 

diberikan secara penuh oleh PyB.  

12. Produksi Acara Siaran yang selanjutnya disebut Produksi 

adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran 

yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam 

bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang 

berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat 

interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga 

penyiaran. 

13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran 

melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi 

di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau 

media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 

bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran. 
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14. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara baru 

teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunanya 

untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun 

dengan informasi yang diinginkan.  

15. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga Penyiaran 

publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio, 

bersifat independen, netral, tidak komersial, dan 

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

masyarakat. 

16. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

yang selanjutnya disebut TVRI adalah lembaga Penyiaran 

publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran 

televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan 

berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan 

masyarakat. 

17. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang 

diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk 

mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu 

tertentu. 

18. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS 

dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan 

organisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dalam jangka waktu tertentu. 

19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian 

terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial 

kultural dari seorang aparatur sipil negara dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 

20. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Teknisi Siaran, Pranata Siaran, 

Asisten Teknisi Siaran, dan/ atau Asisten Pranata Siaran 

dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 
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22. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran 

Teknisi Siaran, Pranata Siaran, Asisten Teknisi Siaran, 

dan/ atau Asisten Pranata Siaran sebagai salah satu 

syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

23. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK 

adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka 

kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau 

jabatan dalam JFTS, JFPS, JFATS, dan / atau JFAPS. 

24. Pejabat yang Memiliki Kewenangan Menetapkan Angka 

Kredit yang selanjutnya disebut PyMAK adalah pejabat 

pimpinan tinggi yang membidangi  JFTS, JFPS, JFATS, 

dan / atau JFAPS atau kepegawaian yang mempunyai 

kewenangan menandatangani PAK. 

25. Tim Penilai Angka Kredit JFTS, JFPS, JFATS, dan / atau 

JFAPS yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim 

yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki 

kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas 

mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang 

disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Teknisi 

Siaran Teknisi Siaran, Pranata Siaran, Asisten Teknisi 

Siaran, dan/ atau Asisten Pranata Siaran dalam bentuk 

angka kredit JFTS, JFPS, JFATS, dan / atau JFAPS. 

26. Tim Penilai Pusat yang selanjutnya disingkat TPP adalah 

tim yang bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi kepegawaian Kementerian 

Komunikasi dan Informatika atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dalam 

menetapkan Angka Kredit bagi Teknisi Siaran dan 

Pranata Siaran ahli madya pangkat Pembina Tingkat I, 

golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, 

golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI. 

27. Tim Penilai Unit Kerja yang selanjutnya disingkat TPUK 

adalah tim yang bertugas membantu direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk 

di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

RRI dan TVRI dalam menetapkan Angka Kredit Asisten 
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Teknisi Siaran, dan Asisten Pranata Siaran pemula 

pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai 

dengan Asisten Teknisi Siaran dan Asisten Pranata 

Siaran penyelia pangkat penata tingkat I, golongan ruang 

III/d serta Teknisi Siaran dan Pranata Siaran ahli 

pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a 

sampai dengan Teknisi Siaran dan Pranata Siaran ahli 

madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a di 

lingkungan RRI dan TVRI. 

28. Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disebut 

Sekretariat adalah sekretariat yang membantu 

pelaksanaan tugas Tim Penilai di bidang teknis dan 

administratif. 

29. Rapat Pleno adalah rapat yang ditujukan untuk 

membahas penilaian Angka Kredit dan PAK. 

30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

31. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi petunjuk teknis 

bagi : 

a. JFTS;  

b. JFATS; 

c. JFPS; dan 

d. JFAPS. 
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BAB II 

JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 3 

(1) Formasi JFTS disusun berdasarkan analisis kebutuhan 

jabatan dan penghitungan beban kerja. 

(2) Pengisian Formasi JFTS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:  

a. volume kegiatan yang dilaksanakan pada masing-

masing jenjang jabatan;  

b. nilai angka kredit bagi tiap-tiap butir kegiatan; 

c. konstanta, yaitu nilai perbandingan antara angka 

kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat 

dengan waktu kerja efektif selama 4 (empat) tahun. 

(3) Formasi JFTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun  dengan langkah penyusunan Formasi JFTS 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan 

Jabatan, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Dalam 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran  

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pengangkatan ke dalam 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 4 

Pengangkatan PNS kedalam JFTS dilakukan melalui: 

a. pengangkatan pertama; 

b. perpindahan dari jabatan lain; 
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c. Penyesuaian/Inpassing; dan 

d. promosi. 

 

Pasal 5 

(1) Pengangkatan dalam JFTS melalui pengangkatan 

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. tersedia kebutuhan jenjang JFTS yang akan 

diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) jurusan teknik;  

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir, 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan 

kebutuhan JFTS dari calon PNS. 

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah 

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) 

tahun wajib diangkat dalam JFTS.  

(4) PNS yang telah diangkat dalam JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 

JFTS.  

(5) Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak 

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 

satu tingkat di atas.  

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFTS 

dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan 

tugas JFTS. 
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Pasal 6 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan pertama JFTS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a yaitu: 

a. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) yang diakreditasi dan/atau dilegalisir; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat) 

fungsional; 

e. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

f. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir 

oleh pejabat yang menangani di bidang kepegawaian; 

dan 

g. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

(1) Pengangkatan dalam JFTS melalui perpindahan dari 

jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFTS yang akan 

diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) jurusan teknik; 

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 
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g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang pengoperasian peralatan teknik Produksi, 

Penyiaran, dan Layanan Media Baru paling kurang 2 

(dua) tahun; 

h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir; dan 

i. berusia paling tinggi: 

a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JFTS ahli 

pertama dan JFTS ahli muda; 

b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JFTS ahli 

madya. 

(2) Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah S-1 

(Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat 

dalam JFTS, dengan syarat sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFTS yang akan 

diduduki; 

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang ditentukan untuk JFTS; 

c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

d. memiliki pangkat paling rendah penata muda, 

golongan ruang III/a; 

e. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. 

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke 

dalam JFTS melalui perpindahan yaitu sama dengan 

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang 

ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang 

ditetapkan oleh PyMAK.  

(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFTS melalui 

perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan 

dengan mempertimbangkan pengalaman dalam 

pelaksanaan tugas di bidang JFTS. 

 

Pasal 8 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

perpindahan dari jabatan lain ke JFTS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu: 
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a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

h. surat keterangan pelaksanaan tugas Teknisi Siaran 

dari kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI paling rendah setara pejabat 

administrator yang menerangkan bahwa yang 

bersangkutan telah dan masih melakukan pekerjaan 

di bidang Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media 

Baru paling kurang 2 (dua) tahun; dan 

i. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas, dan surat keterangan lulus Uji Kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

Pengangkatan dalam JFTS melalui penyesuaian/inpassing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFTS yang akan diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) jurusan Teknik; 
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f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang 

pengoperasian peralatan teknik Produksi, Penyiaran, dan 

Layanan Media Baru paling kurang 2 (dua) tahun;  

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan 

h. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing 

JFTS terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 10 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

penyesuaian/inpassing ke dalam JFTS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

g. surat keterangan pelaksanaan tugas dari kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI paling rendah setara pejabat 

administrator yang menerangkan bahwa yang 

bersangkutan telah dan masih melakukan pekerjaan 

di bidang pengoperasian peralatan teknik Produksi, 

Penyiaran, dan Layanan Media Baru paling kurang 2 

tahun. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan pelaksanaan 

tugas Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 11 

Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia jenjang JFTS yang akan diduduki; 

b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;  

c. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

d. memiliki rekam jejak yang baik; 

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

 

Pasal 12 

(1) Promosi JFTS dilaksanakan atas dasar: 

a. pengembangan karir; dan 

b. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis. 

(2) Pengangkatan Promosi JFTS ditetapkan berdasarkan 

kriteria: 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi 

dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga 

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang 

akan diduduki. 

(3) Pengangkatan melalui Promosi JFTS dilaksanakan dalam 

hal: 

a. pengangkatan; atau 

b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. 

(4) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku bagi PNS yang 

belum menduduki JFTS. 

(5) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku bagi Pejabat 

Fungsional dalam satu kategori JFTS. 
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(6) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

(7) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi harus 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang 

JFTS yang akan diduduki. 

(8) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFTS melalui 

promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. 

(9) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan 

organisasi yang bersifat strategis, promosi JFTS dapat 

dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan 

Pengawas. 

(10) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

berlaku bagi: 

a. PNS yang menduduki JFTS ahli madya yang 

dipromosikan dalam JPT Pratama; 

b. PNS yang menduduki JFTS ahli muda yang 

dipromosikan dalam Jabatan Administrator. 

(11) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 

(12) Pengangkatan dalam JFTS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b dilakukan 

secara kompetitif berbasis sistem merit. 

 

Pasal 13 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk promosi  

dalam JFTS terdiri atas sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 4 huruf d yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi dan 

atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. Penetapan Angka Kredit (bagi yang sudah menjabat 

sebagai Teknisi Siaran); dan 

h. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 14 

(1) Tata cara pengangkatan ke dalam JFTS yakni sebagai 

berikut: 

a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

pengangkatan ke dalam JFTS kepada kepala satuan 

kerja/kepala stasiun atau kepala bagian yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan persyaratan 

administratif sesuai dengan ketentuan  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan/ 

atau Pasal 13; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI melakukan seleksi administrasi 

dan verifikasi kesesuaian persyaratan pengangkatan 

dan menyampaikan ke direktur yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -18- 

c. direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

melakukan seleksi administrasi dan verifikasi 

persyaratan pengangkatan serta menyampaikan 

usul pengangkatan kepada pimpinan tinggi madya 

atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian untuk diproses 

pengangkatannya sebagai Teknisi Siaran; 

d. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk kemudian melakukan verifikasi atas 

kebenaran dan keabsahan berkas pada lampiran 

usulan pengangkatan PNS ke dalam JFTS sebagai 

berikut: 

1. memeriksa kesesuaian usulan yang diterima 

dengan kelengkapan lampiran dokumen 

administrasi yang disyaratkan; 

2. melakukan penelitian pangkat, golongan ruang, 

dan jumlah Angka Kredit, serta jenjang jabatan 

yang bersangkutan; dan 

3. menyiapkan rancangan surat keputusan 

pengangkatan menjadi Teknisi Siaran, 

e. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk menyampaikan rancangan surat keputusan 

pengangkatan Teknisi Siaran untuk ditetapkan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang 

ditunjuk;  

f. asli surat keputusan pengangkatan yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Teknisi 

Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 
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3. pimpinan unit kerja Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara pengangkatan ke dalam JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 15 

(1) Teknisi Siaran dapat dinaikkan pangkatnya setingkat 

lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Dalam hal kenaikan pangkat Teknisi Siaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Teknisi Siaran dapat 

melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi : 

a. menjadi pengajar/pelatih di bidang JFTS; 

b. keanggotaan dalam Tim Penilai; 

c. perolehan penghargaan/tanda jasa; 

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung 

pelaksanaan tugas JFTS; atau 

e. perolehan gelar/ijazah lain. 

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka 

Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. 

(5) Teknisi Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi 

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat 

setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut 

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat 

berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. 

 

Pasal 16 

(1) Kenaikan jenjang JFTS satu tingkat lebih tinggi wajib 

memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat 

dalam satu jenjang JFTS yang sedang diduduki.  

(3) Kenaikan jenjang JFTS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan 

lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan 

diduduki. 

(4) Kenaikan jenjang JFTS harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;   

b. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan / atau 

c. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh 

Kementerian. 

(5) Teknisi Siaran ahli muda yang akan naik jabatan 

setingkat lebih tinggi menjadi Teknisi Siaran ahli madya, 

Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6 (enam) 

berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(6) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) meliputi: 

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang 

tugas JFTS; 
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b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

tugas JFTS; 

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah 

di bidang tugas JFTS; 

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di 

bidang tugas JFTS; 

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang 

tugas JFTS; atau  

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian. 

 

Pasal 17 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

pangkat JFTS terdiri atas: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

e. PAK. 

(2) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

jabatan JFTS terdiri atas: 

a. surat ketersediaan formasi JFTS yang akan 

diduduki; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir; 

f. PAK; dan 

g. Surat rekomendasi lulus Uji Kompetensi. 

(3) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 18 

(1) Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFTS adalah sebagai berikut: 

a. Teknisi Siaran yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan 

kepada kepala satuan kerja dengan melampirkan 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

b. kepala satuan kerja di lingkungan instansi 

melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan serta 

menyampaikan hasil verifikasi yang memenuhi 

persyaratan kepada PyB atau pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan 

jabatan dan menyampaikannya untuk ditetapkan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 

yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan; dan 

f. asli surat keputusan Kenaikan Pangkat 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 

disampaikan kepada Teknisi Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 
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2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada diagram alur sebagaimana dimaksud pada 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pemberhentian 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 19 

(1) Teknisi Siaran diberhentikan dari jabatannya apabila: 

a. mengundurkan diri dari jabatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, 

dan Jabatan Pelaksana; dan 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki 

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan 

tugas JFTS. 

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 
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(4) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 

pemberhentian Teknisi Siaran karena pengunduran diri 

setelah mendapatkan persetujuan dari unit pembina 

teknis. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang 

membidangi pembinaan JFTS. 

(6) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dapat 

dipertimbangkan dalam hal: 

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

disyaratkan untuk menduduki JFTS; atau 

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan pada JFTS yang diduduki. 

(7) PNS yang diberhentikan dari JFTS karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang JFTS terakhir apabila tersedia kebutuhan 

jenjang JFTS. 

(8) Terhadap Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan 

dan mendapatkan ijin dari PyB sebelum ditetapkan 

pemberhentiannya. 

(9) Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak 

dapat diangkat kembali dalam JFTS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 20 

Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pemberhentian JFTS yaitu: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai calon 

PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. surat pernyataan pengunduran diri untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; 
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e. surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 19 ayat (1) huruf b; 

f. surat keputusan cuti diluar tanggungan negara untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf c; 

g. surat tugas belajar untuk pemberhentian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d; 

h. surat melaksanakan tugas di luar JFTS untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf e; dan 

i. surat keterangan tidak memenuhi persyaratan jabatan 

dari kepala satuan kerja untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f. 

 

Pasal 21 

(1) Tata cara pemberhentian dari JFTS adalah sebagai 

berikut: 

a. Usulan Pemberhentian dari JFTS disampaikan oleh 

PyB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

b. PNS yang akan diberhentikan terlebih dahulu 

mempersiapkan persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 

c. kepala satuan kerja/kepala stasiun melakukan 

seleksi administrasi dan verifikasi kesesuaian 

persyaratan pengangkatan; 

d. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pemberhentian dari JFTS dan 

menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

e. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian kemudian memeriksa 

keabsahan berkas dan kesesuaian usulan 

pemberhentian dari JFTS;  
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f. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian menyiapkan rancangan 

surat keputusan pemberhentian dari JFTS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian; 

g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf f dapat 

mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling 

rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian yang ditunjuk di 

lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian 

dari JFTS selain Teknisi Siaran ahli madya. 

h. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pemberhentian dari JFTS; 

dan 

i. asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana 

yang dimaksud pada huruf h disampaikan kepada 

Teknisi Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara pemberhentian dari JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian 
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Paragraf 4 

Tata Cara Pengangkatan Kembali 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 22 

(1) Teknisi Siaran yang diberhentikan karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b 

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia 

kebutuhan JFTS. 

(2) Pengangkatan kembali ke dalam JFTS setelah menjalani 

pemberhentian dapat dipertimbangkan apabila: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFTS yang akan 

diduduki; 

b. telah diangkat kembali sebagai PNS; 

c. telah diangkat kembali pada instansi semula setelah 

cuti di luar tanggungan negara; 

d. telah selesai menjalani tugas di luar JFTS; dan/atau 

e. telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan. 

(3) Pengangkatan kembali dalam JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan 

Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah 

dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas 

bidang JFTS selama diberhentikan. 

(4) Teknisi Siaran yang diberhentikan karena ditugaskan 

pada Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 

(1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai 

dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 

1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JFTS 

terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus 

Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JFTS. 

 

Pasal 23 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan kembali dalam JFTS yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 
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b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;  

e. salinan surat keputusan pemberhentian dari JFTS;  

f. surat pengangkatan kembali sebagai PNS untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; 

g. surat keterangan selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara untuk pengangkatan kembali 

karena pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c; 

h. surat keterangan selesai tugas belajar untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf d; 

i. surat keterangan selesai melaksanakan tugas diluar 

JFTS untuk pengangkatan kembali karena 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) huruf e;  

j. surat keterangan lulus uji kompetensi untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf e; dan 

k. PAK terakhir sebelum diberhentikan. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 24 

(1) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFTS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang akan diangkat kembali sebagai Teknisi 

Siaran terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan 
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administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pengangkatan kembali JFTS 

dan menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan pengangkatan 

kembali JFTS;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan pengangkatan kembali JFTS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pengangkatan kembali 

JFTS; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan kembali yang 

ditetapkan PyB, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi disampaikan kepada Teknisi Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara pengangkatan kembali JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 
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sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Kerja Tim Penilai Dan 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Kerja Tim Penilai 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 25 

(1) Dalam menetapkan angka kredit, PyMAK dibantu oleh 

Tim Penilai. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas: 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh pejabat penilai;  

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan 

nilai capaian tugas jabatan;  

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat 

dan/atau jenjang jabatan;  

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;  

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian 

capaian tugas jabatan;  

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;  

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat 

yang Berwenang dalam pengembangan PNS, 

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan 

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Teknisi 

Siaran dalam pendidikan dan pelatihan.  

(3) Tim Penilai JFTS berjumlah ganjil dengan susunan 

sebagai berikut: 

a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah 

pejabat pimpinan tinggi pratama atau Teknisi Siaran 

ahli madya; 
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b. seorang sekretaris merangkap anggota, harus 

berasal dari unsur kepegawaian; dan 

c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, 

dengan 2 (dua) orang yang berasal dari Teknisi 

Siaran. 

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi 

dari Teknisi Siaran, maka dapat diangkat dari PNS lain 

yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Teknisi 

Siaran. 

(5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 

sama dengan jabatan atau pangkat Teknisi Siaran 

yang dinilai; 

b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; 

dan 

c. aktif melakukan penilaian. 

(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang 

waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun 

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua 

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota 

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.  

(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 

ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti 

anggota.  

 

Pasal 26 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) 

terdiri dari: 

a. TPP 

b. TPUK 

(2) TPP dibentuk dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi kepegawaian Kementerian.  
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(3) TPUK dibentuk dengan keputusan direktur yang 

membidangi kepegawaian. 

(4) Tembusan keputusan pembentukan TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri. 

(5) Tembusan keputusan pembentukan TPUK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat 

pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian. 

 

Pasal 27 

(1) TPP sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a 

mempunyai tugas membantu pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi kepegawaian Kementerian 

Komunikasi dan Informatika atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dalam 

menetapkan Angka Kredit bagi Teknisi Siaran, ahli 

madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b 

dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 

di lingkungan RRI dan TVRI. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPP melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang disyaratkan bagi setiap usulan 

PAK; 

b. melakukan penilaian/pengujian terhadap usulan 

PAK yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b kepada pejabat pimpinan 

tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi pratama 

yang membidangi kepegawaian selaku PyMAK. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPP bertanggung jawab 

kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian. 
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Pasal 28 

(1) TPUK sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas membantu direktur yang membidangi 

kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di 

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

RRI dan TVRI dalam menetapkan Angka Kredit Teknisi 

Siaranahli pertama, pangkat penata muda, golongan 

ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran ahli madya, 

pangkat pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan RRI 

dan TVRI. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPUK melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang disyaratkan bagi setiap usulan 

PAK; 

b. melakukan penilaian terhadap usulan PAK Teknisi 

Siaran yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf b kepada direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI selaku 

PyMAK. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPUK bertanggung jawab 

kepada direktur yang membidangi kepegawaian atau 

pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI. 

 

Pasal 29 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan bantuan 

teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas Tim Penilai dan PyMAK. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara 

fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

(3) Kedudukan Sekretariat berada pada unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 
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a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

penilaian Angka Kredit Teknisi Siaran; 

b. memeriksa bahan kelengkapan dan kebenaran 

administrasi usulan PAK Teknisi Siaran; 

c. menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai; 

d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pleno; 

e. mempersiapkan dan menyampaikan PAK kepada 

pimpinan unit Teknisi Siaran yang bersangkutan 

untuk digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam proses Penetapan 

pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau 

kenaikan pangkat Teknisi Siaran; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; 

dan 

g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim 

Penilai. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung 

jawab kepada ketua Tim Penilai. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 30 

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,  

Teknisi Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang 

diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap 

tahunnya. 

(2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan target 

kinerja setiap tahun Teknisi Siaran berdasarkan 

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.  

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari 

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari 

penetapan kinerja unit kerja. 
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(4) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit 

dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. 

(5) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai 

dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau 

kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk 

masing-masing jenjang JFTS. 

 

Pasal 31 

(1) Target Angka Kredit yang harus dicapai oleh Teknisi 

Siaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:  

a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) untuk 

Teknisi Siaran ahli pertama; 

b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) untuk Teknisi 

Siaran ahli muda; dan  

c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) 

untuk Teknisi Siaran ahli madya. 

(2) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan 

kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, yang harus dicapai untuk masing- 

masing jenjang JFTS  kategori keahlian setiap tahun 

yaitu: 

a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Teknisi Siaran ahli 

Pertama; 

b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Teknisi Siaran 

ahli muda; dan 

(3) Target Angka Kredit Teknisi Siaran ahli madya, pangkat 

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, paling 

sedikit yaitu 20 (dua puluh) Angka Kredit. 

(4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 32 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFTS adalah sebagai 

berikut: 
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a. Teknisi Siaran mengajukan usulan PAK kepada kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI dengan melampirkan:  

1. SKP terakhir; 

2. bukti fisik butir kegiatan; 

3. surat pernyataan melaksanakan kegiatan; 

4. salinan surat keputusan terakhir tentang 

pengangkatan dalam JFTS; 

5. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

dan 

6. PAK terakhir. 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI meneruskan PAK tersebut kepada 

direktur yang membidangi kepegawaian untuk diteliti 

kelengkapan dan kebenarannya; 

c. direktur yang membidangi kepegawaian menyampaikan 

usulan PAK kepada PyMAK yaitu:  

1. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama untuk usulan PAK Teknisi Siaran ahli 

madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang 

IV/b dan Teknisi Siaran ahli madya, pangkat 

pembina utama muda, golongan ruang IV/c;  

2. Direktur yang membidangi kepegawaian untuk 

usulan PAK Teknisi Siaran ahli pertama, pangkat 

penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan 

Teknisi Siaran ahli madya, pangkat pembina 

golongan ruang IV/a, 

d. PyMAK menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai. 

 

Pasal 33 

(1) Sebelum melakukan penilaian, ketua Tim Penilai 

menugaskan kepada Sekretariat untuk memverifikasi 

kelengkapan bukti fisik. 
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(2) Jika terdapat kekurangan berkas, Sekretariat dapat 

meminta kekurangan tersebut kepada Teknisi Siaran 

yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja. 

 

Pasal 34 

(1) Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat menugaskan 2 

(dua) anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian 

secara mandiri. 

(2) Anggota Tim Penilai menerima berkas usulan PAK untuk 

melakukan Penilaian pendahuluan. 

(3) Anggota Tim Penilai menilai kesesuaian bukti fisik usulan 

PAK dengan butir kegiatan JFTS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 35 

(1) Hasil Penilaian dibahas dalam Rapat Pleno untuk 

penentuan PAK. 

(2) Hasil penilaian yang telah disetujui oleh Tim Penilai 

dituangkan ke dalam berita acara penilaian dan PAK. 

 

Pasal 36 

(1) Hasil penilaian dalam bentuk PAK diserahkan oleh ketua 

Tim Penilai kepada PyMAK untuk ditetapkan. 

(2) PAK yang telah ditetapkan oleh PyMAK, aslinya 

disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, 

dan dibuatkan tembusannya sebanyak 4 (empat) rangkap 

disampaikan kepada: 

a. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; dan 

b. pimpinan unit kerja Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; 

c. Teknisi Siaran yang bersangkutan; 

d. pejabat lain yang dianggap perlu. 
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Bagian Keempat 

Unit Pembina Teknis 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 37 

(1) Unit pembina teknis JFTS adalah direktorat yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan TVRI. 

(2) Tugas unit pembina teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. menentukan perhitungan formasi JFTS;  

b. menentukan standar kompetensi JFTS;  

c. menyusun materi bagi petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis JFTS; 

d. menentukan standar kualitas hasil kerja dan 

pedoman penilaian kualitas hasil kerja;  

e. menentukan tata cara penulisan karya tulis/karya 

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;  

f. menentukan kurikulum pelatihan JFTS; 

g. menghitung dan menganalisis kebutuhan pelatihan 

JFTS; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja 

penyelenggara pelatihan JFTS  terkait dengan 

pembinaan penyelenggaraan pelatihan JFTS; 

i. membantu Kementerian dalam menyelenggarakan 

Uji Kompetensi JFTS; 

j. membantu Kementerian dalam melakukan 

sosialisasi dan bimbingan teknis terkait JFTS;  

k. membangun sistem informasi JFTS;  

l. membantu JFTS dalam pelaksanaan tugas JFTS;  

m. membantu JFTS dalam pembentukan organisasi 

profesi;  

n. membantu organisasi profesi dalam penyusunan 

dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku 

JFTS;  
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o. membantu Kementerian dalam melakukan dan 

melaporkan pemantauan dan evaluasi penerapan 

JFTS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; dan  

p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja 

pengguna dalam rangka pembinaan karir. 

 

Bagian Kelima 

Organisasi Profesi 

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Pasal 38 

(1) JFTS wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. 

(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak JFTS 

ditetapkan. 

(3) Teknisi Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi 

JFTS.  

(4) Pembentukan organisasi profesi JFTS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian; 

(5) Organisasi profesi JFTS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku 

profesi. 

(6) Organisasi profesi JFTS mempunyai tugas:  

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;  

b. memberikan advokasi; dan  

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.  

(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a, ditetapkan 

oleh organisasi profesi JFTS setelah mendapat 

persetujuan dari pimpinan Kementerian. 
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BAB III 

PETUNJUK TEKNIS 

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA SIARAN 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 39 

(1) Formasi JFPS disusun berdasarkan analisis kebutuhan 

jabatan dan penghitungan beban kerja. 

(2) Pengisian Formasi JFPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:  

a. volume kegiatan yang dilaksanakan pada masing-

masing jenjang jabatan;  

b. nilai angka kredit bagi tiap-tiap butir kegiatan; 

c. konstanta, yaitu nilai perbandingan antara angka 

kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat 

dengan waktu kerja efektif selama 4 (empat) tahun. 

(3) Formasi JFPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun  dengan pedoman penyusunan Formasi JFPS 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan 

Jabatan, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali 

Dalam Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pengangkatan ke dalam 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 40 

Pengangkatan PNS ke dalam JFPS dilakukan melalui: 

a. pengangkatan pertama; 
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b. perpindahan dari jabatan lain; 

c. Penyesuaian/Inpassing; dan/atau 

d. promosi. 

 

Pasal 41 

(1) Pengangkatan dalam JFPS melalui pengangkatan 

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. tersedia kebutuhan jenjang JFPS yang akan 

diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) semua jurusan kecuali teknik;  

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan 

kebutuhan JFPS dari calon PNS. 

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah 

mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) 

tahun wajib diangkat dalam JFPS.  

(4) PNS yang telah diangkat dalam JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 

JFPS.  

(5) Pranata Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak 

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 

satu tingkat di atas.  

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFPS 

dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan 

tugas JFPS. 
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Pasal 42 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan pertama JFPS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 huruf a yaitu: 

a. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) yang diakreditasi dan/atau dilegalisir; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat) 

fungsional; 

e. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

f. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir 

oleh pejabat yang menangani di bidang kepegawaian; 

dan 

g. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 43 

(1) Pengangkatan dalam JFPS melalui perpindahan dari 

jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFPS yang akan 

diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) semua jurusan kecuali Teknik; 

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media 

Baru paling kurang 2 (dua) tahun; 
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h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir; dan 

i. berusia paling tinggi: 

a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JFPS ahli 

pertama dan JFPS ahli muda; 

b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JFPS ahli 

madya. 

(2) Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijazah S-1 

(Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat 

dalam JFPS, dengan syarat sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFPS yang akan 

diduduki; 

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang ditentukan untuk JFPS; 

c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

d. memiliki pangkat paling rendah penata muda, 

golongan ruang III/a; 

e. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. 

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke 

dalam JFPS melalui perpindahan yaitu sama dengan 

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang 

ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang 

ditetapkan oleh PyMAK.  

(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFPS melalui 

perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan 

dengan mempertimbangkan pengalaman dalam 

pelaksanaan tugas di bidang JFPS. 

 

Pasal 44 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

perpindahan dari jabatan lain ke JFPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 
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c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

h. surat keterangan pelaksanaan tugas Pranata Siaran 

dari kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI paling rendah setara pejabat 

administrator yang menerangkan bahwa yang 

bersangkutan telah dan masih melakukan pekerjaan 

di bidang Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media 

Baru paling kurang 2 (dua) tahun; dan 

i. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas, dan surat keterangan lulus Uji Kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 45 

Pengangkatan dalam JFPS melalui penyesuaian/inpassing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFPS yang akan diduduki; 

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 

(Diploma-Empat) semua jurusan kecuali Teknik; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang 

Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru paling 

kurang 2 (dua) tahun;  
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g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan 

h. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing 

JFPS terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 46 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

penyesuaian/inpassing ke dalam JFATS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf c yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

g. surat keterangan pelaksanaan tugas dari kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI paling rendah setara pejabat 

administrator yang menerangkan bahwa yang 

bersangkutan telah dan masih melakukan pekerjaan 

di bidang Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media 

Baru paling kurang 2 tahun. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan pelaksanaan 

tugas Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 47 

Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
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a. tersedia jenjang JFPS yang akan diduduki; 

b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;  

c. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

d. memiliki rekam jejak yang baik; 

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

 

Pasal 48 

(1) Promosi JFPS dilaksanakan atas dasar: 

a. pengembangan karir; dan 

b. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis. 

(2) Pengangkatan Promosi JFPS ditetapkan berdasarkan 

kriteria: 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi 

dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga 

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang 

akan diduduki. 

(3) Pengangkatan melalui Promosi JFPS dilaksanakan dalam 

hal: 

a. pengangkatan; atau 

b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. 

(4) Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku bagi PNS yang 

belum menduduki JFPS. 

(5) Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku bagi Pejabat 

Fungsional dalam satu kategori JFPS. 

(6) Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
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c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

(7) Pengangkatan JFPS melalui promosi harus 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang 

JFPS yang akan diduduki. 

(8) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFPS melalui 

promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. 

(9) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan 

organisasi yang bersifat strategis, promosi JFPS dapat 

dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan 

Pengawas. 

(10) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

berlaku bagi: 

a. PNS yang menduduki JFPS ahli madya yang 

dipromosikan dalam JFT Pratama; 

b. PNS yang menduduki JFPS ahli muda yang 

dipromosikan dalam Jabatan Administrator. 

(11) Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. 

(12) Pengangkatan dalam JFPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (10) huruf a dan huruf b dilakukan 

secara kompetitif berbasis sistem merit. 

 

Pasal 49 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk promosi  

dalam JFPS terdiri atas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf d yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) atau pascasarjana (S2) yang diakreditasi dan 

atau dilegalisir; 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -48- 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. Penetapan Angka Kredit (bagi yang sudah menjabat 

sebagai Pranata Siaran); dan 

h. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 50 

(1) Tata cara pengangkatan ke dalam JFPS yakni sebagai 

berikut: 

a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

pengangkatan ke dalam JFPS kepada kepala satuan 

kerja/kepala stasiun atau kepala bagian yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan persyaratan 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

42, Pasal 44, Pasal 46 dan/ atau Pasal 49; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI melakukan seleksi administrasi 

dan verifikasi kesesuaian persyaratan pengangkatan 

dan menyampaikan ke direktur yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

c. direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

melakukan seleksi administrasi dan verifikasi 

persyaratan pengangkatan serta menyampaikan 

usul pengangkatan kepada pimpinan tinggi madya 

atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 
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kepegawaian Kementerian untuk diproses 

pengangkatannya sebagai Pranata Siaran; 

d. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk kemudian melakukan verifikasi atas 

kebenaran dan keabsahan berkas pada lampiran 

usulan pengangkatan PNS ke dalam JFPS sebagai 

berikut: 

1. memeriksa kesesuaian usulan yang diterima 

dengan kelengkapan lampiran dokumen 

administrasi yang disyaratkan; 

2. melakukan penelitian pangkat, golongan ruang, 

dan jumlah Angka Kredit, serta jenjang jabatan 

yang bersangkutan; dan 

3. menyiapkan rancangan surat keputusan 

pengangkatan menjadi Pranata Siaran, 

e. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk menyampaikan rancangan surat keputusan 

pengangkatan Pranata Siaran untuk ditetapkan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang 

ditunjuk;  

f. asli surat keputusan pengangkatan yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Pranata 

Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Pranata Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
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(2) Tata cara pengangkatan ke dalam JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/ atau Kenaikan Jabatan 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 51 

(1) Pranata Siaran dapat dinaikkan pangkatnya setingkat 

lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Dalam hal kenaikan pangkat Pranata Siaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pranata Siaran 

dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi : 

a. menjadi pengajar/pelatih di bidang JFPS; 

b. keanggotaan dalam Tim Penilai; 

c. perolehan penghargaan/tanda jasa; 

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung 

pelaksanaan tugas JFPS; atau 

e. perolehan gelar/ijazah lain. 

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka 

Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang 

disyaratkan untuk kenaikan pangkat tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. 

(5) Pranata Siaran yang memiliki Angka Kredit melebihi 

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat 
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setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut 

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat 

berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. 

 

Pasal 52 

(1) Kenaikan jenjang JFPS satu tingkat lebih tinggi wajib 

memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat 

dalam satu jenjang JFPS yang sedang diduduki.  

(3) Kenaikan jenjang JFPS sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan 

lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan 

diduduki. 

(4) Kenaikan jenjang JFPS harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;   

b. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan/atau  

c. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh 

Kementerian. 

(5) Pranata Siaran ahli muda yang akan naik jabatan 

setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Siaran ahli madya, 

Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6 (enam) 

berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(6) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) meliputi: 

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang 

tugas JFPS; 

b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang 

tugas JFPS; 

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah 

di bidang tugas JFPS; 

d. penyusunan    pedoman/petunjuk teknis      di 

bidang tugas JFPS; 
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e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang 

tugas JFPS; atau 

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian.  

 

Pasal 53 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

pangkat JFPS terdiri atas: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

e. PAK. 

(2) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

jabatan JFPS terdiri atas: 

a. surat ketersediaan formasi JFPS yang akan 

diduduki; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir;  

f. PAK; dan 

g. Surat rekomendasi lulus Uji Kompetensi. 

(3) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 54 

(1) Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFPS adalah sebagai berikut: 

a. Pranata Siaran yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan 

kepada kepala satuan kerja dengan melampirkan 
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persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; 

b. kepala satuan kerja di lingkungan instansi 

melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan serta 

menyampaikan hasil verifikasi yang memenuhi 

persyaratan kepada PyB atau pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan 

jabatan dan menyampaikannya untuk ditetapkan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 

yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan; dan 

f. asli surat keputusan Kenaikan Pangkat 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 

disampaikan kepada Pranata Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Pranata Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
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(2) Tata cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada diagram alur sebagaimana dimaksud pada 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pemberhentian 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 55 

(1) Pranata Siaran diberhentikan dari jabatannya apabila: 

a. mengundurkan diri dari jabatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, 

dan Jabatan Pelaksana; dan 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki 

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan 

tugas JFPS. 

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 

pemberhentian Pranata Siaran  karena pengunduran diri 

setelah mendapatkan persetujuan dari unit pembina 

teknis. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang 

membidangi pembinaan JFPS. 

(6) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dapat 

dipertimbangkan dalam hal: 
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a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

disyaratkan untuk menduduki JFPS; atau 

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan pada JFPS yang diduduki. 

(7) PNS yang diberhentikan dari JFPS karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang JFPS terakhir apabila tersedia kebutuhan 

jenjang JFPS. 

(8) Terhadap Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan 

dan mendapatkan ijin dari PyB sebelum ditetapkan 

pemberhentiannya. 

(9) Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

tidak dapat diangkat kembali dalam JFPS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 56 

Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pemberhentian JFPS yaitu: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai calon 

PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. surat pernyataan pengunduran diri untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55  ayat (1) huruf a; 

e. surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (1) huruf b; 

f. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (1) huruf c; 

g. surat tugas belajar untuk pemberhentian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d;  

h. surat melaksanakan tugas di luar JFPS untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

ayat (1) huruf e; dan 
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i. surat keterangan tidak memenuhi persyaratan jabatan 

dari kepala satuan kerja untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f. 

 

Pasal 57 

(1) Tata cara pemberhentian dari JFPS adalah sebagai 

berikut: 

a. Usulan Pemberhentian dari JFPS disampaikan oleh 

PyB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

b. PNS yang akan diberhentikan terlebih dahulu 

mempersiapkan persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; 

c. kepala satuan kerja/kepala stasiun melakukan 

seleksi administrasi dan verifikasi kesesuaian 

persyaratan pengangkatan; 

d. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pemberhentian dari JFPS dan 

menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

e. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian kemudian memeriksa 

keabsahan berkas dan kesesuaian usulan 

pemberhentian dari JFPS;  

f. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian menyiapkan rancangan 

surat keputusan pemberhentian dari JFPS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian;  

g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf f dapat 

mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling 

rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian yang ditunjuk di 

lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian 

dari JFPS selain Pranata Siaran ahli madya. 
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h. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pemberhentian dari JFPS; 

dan 

i. asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana 

yang dimaksud pada huruf i disampaikan kepada  

Pranata Siaran yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Pranata Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara pemberhentian dari JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 4 

Tata Cara Pengangkatan Kembali 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 58 

(1) Pranata Siaran yang diberhentikan karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) huruf b 

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia 

kebutuhan JFPS. 

(2) Pengangkatan kembali ke dalam JFPS setelah menjalani 

pemberhentian dapat dipertimbangkan apabila: 

a. tersedia kebutuhan JFPS yang akan diduduki; 

b. telah diangkat kembali sebagai PNS; 
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c. telah diangkat kembali pada instansi semula setelah 

cuti di luar tanggungan negara; 

d. telah selesai menjalani tugas di luar JFPS; dan/atau 

e. telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan. 

(3) Pengangkatan kembali dalam JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan 

Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah 

dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas 

bidang JFPS selama diberhentikan. 

(4) Pranata Siaran yang diberhentikan karena ditugaskan 

pada jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat 

(1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai 

dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 

1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JFPS 

terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus 

Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JFPS. 

 

Pasal 59 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan kembali dalam JFPS yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;  

e. salinan surat keputusan pemberhentian dari JFPS;  

f. surat pengangkatan kembali sebagai PNS untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b;  

g. surat keterangan selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara untuk pengangkatan kembali 

karena pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c;  
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h. surat keterangan selesai tugas belajar untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

huruf d;  

i. surat keterangan selesai melaksanakan tugas di luar 

JFPS untuk pengangkatan kembali karena 

pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 

55 ayat (1) huruf e; dan 

j. surat keterangan lulus uji kompetensi untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

huruf e; dan 

k. PAK terakhir sebelum diberhentikan. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 60 

(1) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFPS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang akan diangkat kembali sebagai Pranata 

Siaran terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

59; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pengangkatan kembali JFPS 

dan menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan pengangkatan 

kembali JFPS;  
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d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan pengangkatan kembali JFPS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pengangkatan kembali 

JFPS; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan kembali yang 

ditetapkan PyB, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi disampaikan kepada Pranata Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Pranata Siaran yang 

bersangkutan; 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara pengangkatan kembali JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Ketiga 

Tata Kerja Tim Penilai Dan 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Kerja Tim Penilai 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 61 

(1) Dalam menetapkan angka kredit, PyMAK dibantu oleh 

Tim Penilai. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas: 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh pejabat penilai;  

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan 

nilai capaian tugas jabatan;  

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat 

dan/atau jenjang jabatan;  

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;  

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian 

capaian tugas jabatan;  

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan 

g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam 

pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, 

pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta 

keikutsertaan Pranata Siaran dalam pendidikan dan 

pelatihan.  

(3) Tim Penilai JFPS berjumlah ganjil dengan susunan 

sebagai berikut: 

a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah 

pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pranata 

Siaran ahli madya; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota, harus 

berasal dari unsur kepegawaian; dan 
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c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, 

dengan 2 (dua) orang yang berasal dari Pranata 

Siaran. 

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi 

dari Pranata Siaran, maka dapat diangkat dari PNS lain 

yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pranata 

Siaran. 

(5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 

sama dengan jabatan atau pangkat Pranata Siaran 

yang dinilai; 

b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; 

dan 

c. aktif melakukan penilaian. 

(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang 

waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun 

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua 

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota 

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.  

(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 

ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti 

anggota.  

 

Pasal 62 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1) 

terdiri dari: 

a. TPP 

b. TPUK 

(2) TPP dibentuk dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi kepegawaian Kementerian.  

(3) TPUK dibentuk dengan keputusan direktur yang 

membidangi kepegawaian. 
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(4) Tembusan keputusan pembentukan TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri. 

(5) Tembusan keputusan pembentukan TPUK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat 

pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian. 

 

Pasal 63 

(1) TPP sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) huruf a 

mempunyai tugas membantu pejabat pimpinan tinggi 

madya yang membidangi kepegawaian Kementerian 

Komunikasi dan Informatika atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dalam 

menetapkan Angka Kredit bagi Pranata Siaran, ahli 

madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b 

dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 

di lingkungan RRI dan TVRI.  

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPP melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang disyaratkan bagi setiap usulan 

PAK; 

b. melakukan penilaian/pengujian terhadap usulan 

PAK yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b kepada pejabat pimpinan 

tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi pratama 

yang membidangi kepegawaian selaku PyMAK. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPP bertanggung jawab 

kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian. 

 

Pasal 64 

(1) TPUK sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas membantu direktur yang membidangi 
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kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di 

lingkungan Kementerian, RRI dan TVRI dalam 

menetapkan Angka Kredit Pranata Siaran ahli pertama, 

pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai 

dengan Pranata Siaran ahli madya, pangkat pembina, 

golongan ruang IV/a di lingkungan RRI dan TVRI. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPUK melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang disyaratkan bagi setiap usulan 

PAK; 

b. melakukan penilaian terhadap usulan PAK Pranata 

Siaran yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf b kepada direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI selaku 

PyMAK. 

 (3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPUK bertanggung jawab 

kepada direktur yang membidangi kepegawaian atau 

pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI. 

 

Pasal 65 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan bantuan 

teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas Tim Penilai dan PyMAK. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara 

fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

(3) Kedudukan Sekretariat berada pada unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

penilaian Angka Kredit Pranata Siaran; 

b. memeriksa bahan kelengkapan dan kebenaran 

administrasi usulan PAK Pranata Siaran; 
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c. menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai; 

d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pleno; 

e. mempersiapkan dan menyampaikan PAK kepada 

pimpinan unit Pranata Siaran yang bersangkutan 

untuk digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam proses Penetapan 

pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau 

kenaikan pangkat Pranata Siaran; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; 

dan 

g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim 

Penilai. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung 

jawab kepada ketua Tim Penilai. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 66 

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, 

Pranata Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang 

diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap 

tahunnya. 

(2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan target 

kinerja setiap tahun Pranata Siaran berdasarkan 

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.  

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari 

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari 

penetapan kinerja unit kerja. 

(4) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit 

dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. 

(5) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai 

dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau 
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kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk 

masing-masing jenjang JFPS. 

 

Pasal 67 

(1) Target Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pranata 

Siaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:  

a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) untuk 

Pranata Siaran ahli pertama; 

b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) untuk Pranata 

Siaran ahli muda; dan  

c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) 

untuk Pranata Siaran ahli madya. 

(2) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan 

kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, yang harus dicapai untuk masing- 

masing jenjang JF kategori keahlian setiap tahun yaitu: 

a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Pranata Siaran 

ahli Pertama; 

b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Pranata Siaran 

ahli muda; dan 

(3) Target Angka Kredit Pranata Siaran ahli madya, pangkat 

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, paling 

sedikit yaitu 20 (dua puluh) Angka Kredit. 

(4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 68 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFPS adalah sebagai 

berikut: 

a. Pranata Siaran mengajukan usulan PAK kepada kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI dengan melampirkan:  

1. SKP terakhir; 

2. bukti fisik butir kegiatan; 

3. surat pernyataan melaksanakan kegiatan; 
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4. salinan surat keputusan terakhir tentang 

pengangkatan dalam JFPS; 

5. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

dan 

6. PAK terakhir. 

b. Kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI meneruskan usulan PAK tersebut kepada 

direktur yang membidangi kepegawaian untuk diteliti 

kelengkapan dan kebenarannya; 

c. Direktur yang membidangi kepegawaian menyampaikan 

usulan PAK kepada PyMAK yaitu:  

1. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat pimpinan 

tinggi pratama untuk usulan PAK Pranata Siaran 

ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan 

ruang IV/b dan Pranata Siaran ahli madya, pangkat 

pembina utama muda, golongan ruang IV/c;  

2. Direktur yang membidangi kepegawaian untuk 

usulan PAK Pranata Siaran ahli pertama, pangkat 

penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan 

Pranata Siaran ahli madya, pangkat pembina 

golongan ruang IV/a, 

d. PyMAK menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai. 

 

Pasal 69 

(1) Sebelum melakukan penilaian, ketua Tim Penilai 

menugaskan kepada Sekretariat untuk memverifikasi 

kelengkapan bukti fisik. 

(2) Jika terdapat kekurangan berkas, Sekretariat dapat 

meminta kekurangan tersebut kepada Pranata Siaran 

yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja. 
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Pasal 70 

(1) Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat menugaskan 2 

(dua) anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian 

secara mandiri. 

(2) Anggota Tim Penilai menerima berkas usulan PAK untuk 

melakukan penilaian pendahuluan.  

(3) Anggota Tim Penilai menilai kesesuaian bukti fisik usulan 

PAK dengan butir kegiatan JFPS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 71 

(1) Hasil penilaian dibahas dalam Rapat Pleno untuk 

penentuan PAK. 

(2) Hasil penilaian yang telah disetujui oleh Tim Penilai 

dituangkan ke dalam berita acara penilaian dan PAK. 

 

Pasal 72 

(1) Hasil penilaian dalam bentuk PAK diserahkan oleh ketua 

Tim Penilai kepada PyMAK untuk ditetapkan. 

(2) PAK yang telah ditetapkan oleh PyMAK, aslinya 

disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, 

dan dibuatkan tembusannya sebanyak 4 (empat) rangkap 

disampaikan kepada: 

a. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; dan 

b. pimpinan unit kerja Pranata Siaran yang 

bersangkutan; 

c. Pranata Siaran yang bersangkutan; dan 

d. pejabat lain yang dianggap perlu. 

 

Bagian Keempat 

Unit Pembina Teknis 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 73 

(1) Unit pembina teknis JFPS adalah direktorat yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan TVRI. 
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(2) Tugas unit pembina teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. menentukan perhitungan formasi JFPS;  

b. menentukan standar kompetensi JFPS;  

c. menyusun materi bagi petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis JFPS;  

d. menentukan standar kualitas hasil kerja dan 

pedoman penilaian kualitas hasil kerja;  

e. menentukan tata cara penulisan karya tulis/karya 

ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;  

f. menentukan kurikulum pelatihan JFPS; 

g. menghitung dan menganalisis kebutuhan pelatihan 

JFPS; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja 

penyelenggara pelatihan JFPS terkait dengan 

pembinaan penyelenggaraan pelatihan JFPS;  

i. membantu Kementerian dalam menyelenggarakan 

Uji Kompetensi JFPS;  

j. membantu Kementerian dalam melakukan 

sosialisasi dan bimbingan teknis terkait JFPS;  

k. membangun sistem informasi JFPS;  

l. membantu JFPS dalam pelaksanaan tugas JFPS;  

m. membantu JFPS dalam pembentukan organisasi 

profesi;  

n. membantu organisasi profesi dalam penyusunan 

dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku 

JFPS;  

o. membantu Kementerian dalam melakukan dan 

melaporkan pemantauan dan evaluasi penerapan 

JFPS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; dan  

p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja 

pengguna dalam rangka pembinaan karir. 
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Bagian Kelima 

Organisasi Profesi 

Jabatan Fungsional Pranata Siaran 

 

Pasal 74 

(1) JFPS wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. 

(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak JFPS 

ditetapkan.  

(3) Pranata Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi 

JFPS. 

(4) Pembentukan organisasi profesi JFPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian.  

(5) Organisasi profesi JFPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku 

profesi. 

(6) Organisasi profesi JFPS mempunyai tugas:  

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;  

b. memberikan advokasi; dan  

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.  

(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a, ditetapkan 

oleh organisasi profesi JFPS setelah mendapat 

persetujuan dari pimpinan Kementerian. 

 

BAB IV 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN TEKNISI SIARAN 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 75 

(1) Formasi JFATS disusun berdasarkan analisis kebutuhan 

jabatan dan penghitungan beban kerja. 
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(2) Pengisian Formasi JFATS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. volume kegiatan yang dilaksanakan pada masing-

masing jenjang jabatan;  

b. nilai angka kredit bagi tiap-tiap butir kegiatan; 

c. konstanta, yaitu nilai perbandingan antara angka 

kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat 

dengan waktu kerja efektif selama 4 (empat) tahun. 

(3) Formasi JFATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun  dengan pedoman penyusunan Formasi JFATS 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan 

Jabatan, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali 

Dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pengangkatan ke dalam 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 76 

Pengangkatan PNS ke dalam JFATS dilakukan melalui: 

a. pengangkatan pertama; 

b. perpindahan dari jabatan lain; 

c. penyesuaian/inpassing; dan/atau 

d. promosi. 

 

Pasal 77 

(1) Pengangkatan dalam JFATS melalui pengangkatan 

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. tersedia kebutuhan jenjang JFATS yang akan 

diduduki;  

b. berstatus PNS; 
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c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat;  

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan 

kebutuhan JFATS dari calon PNS. 

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah 

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) 

tahun wajib diangkat dalam JFATS.  

(4) PNS yang telah diangkat dalam JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 

fungsional.  

(5) Asisten Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau 

tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan 

kenaikan jenjang satu tingkat di atas.  

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFATS 

dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan 

tugas JFATS. 

 

Pasal 78 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan pertama JFATS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76 huruf a yaitu: 

a. salinan ijazah SLTA atau sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat) 

fungsional; 

e. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 
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f. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir 

oleh pejabat yang menangani di bidang kepegawaian; 

dan 

g. surat keterangan lulus Uji Kompetensi, 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 79 

(1) Pengangkatan dalam JFATS melalui perpindahan dari 

jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFATS yang akan 

diduduki;  

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat; 

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang teknik Produksi, Penyiaran, dan Layanan 

Media Baru paling kurang 2 (dua) tahun; 

h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir; dan 

i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke 

dalam JFATS melalui perpindahan yaitu sama dengan 

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang 

ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang 

ditetapkan oleh PyMAK.  

(3) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFATS melalui 

perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan 

dengan mempertimbangkan pengalaman dalam 

pelaksanaan tugas di bidang JFATS. 
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Pasal 80 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

perpindahan dari jabatan lain ke JFATS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 huruf b yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

h. surat keterangan dari kepala satuan kerja/kepala 

stasiun atau kepala bagian yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

paling rendah setara pejabat administrator yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dan 

masih melakukan pekerjaan di bidang teknik 

Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan 

i. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas, dan surat keterangan lulus Uji Kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 81 

(1) Pengangkatan dalam JFATS melalui 

Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. kerja paling sedikit bernilai baik dalam tersedia 

kebutuhan jenjang JFATS yang akan diduduki;  

b. berstatus PNS; 
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c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah (SLTA)/sederajat; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang teknik Produksi, Penyiaran, dan Layanan 

Media Baru paling kurang 2 (dua) tahun; dan 

g. nilai prestasi 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing 

JFATS terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 82 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

penyesuaian/inpassing ke dalam JFATS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

g. surat keterangan dari kepala satuan kerja/kepala 

stasiun atau kepala bagian yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

paling rendah setara pejabat administrator yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dan 

masih melakukan pekerjaan di bidang Teknik 

Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru 

paling kurang 2 tahun. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, dan surat keterangan pelaksanaan 

tugas Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Pasal 83 

Pengangkatan dalam JFATS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia jenjang JFATS yang akan diduduki 

b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi; 

c. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

d. memiliki rekam jejak yang baik; 

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

 

Pasal 84 

(1) Promosi JFATS dilaksanakan atas dasar: 

a. pengembangan karir; dan 

b. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis. 

(2) Pengangkatan promosi JFATS ditetapkan berdasarkan 

kriteria: 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi 

dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga 

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang 

akan diduduki. 

(3) Pengangkatan melalui Promosi JFATS dilaksanakan 

dalam hal: 

a. pengangkatan; atau 

b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. 

(4) Pengangkatan dalam JFATS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku 

bagi PNS yang belum menduduki JFATS. 

(5) Pengangkatan dalam JFATS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku 

bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JFATS. 
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(6) Pengangkatan dalam JFATS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

(7) Pengangkatan JFATS melalui promosi harus 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang 

JFATS yang akan diduduki. 

(8) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFATS melalui 

promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. 

(9) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan 

organisasi yang bersifat strategis, promosi JFATS dapat 

dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan 

Pengawas. 

(10) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

berlaku bagi PNS yang menduduki JFATS Penyelia yang 

dipromosikan dalam Jabatan Pengawas. 

(11) Pengangkatan dalam JFATS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara 

kompetitif berbasis sistem merit. 

 

Pasal 85 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk promosi 

ke dalam JFATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 

huruf d yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 
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f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. Penetapan Angka Kredit (bagi yang sudah menjabat 

sebagai Asisten Teknisi Siaran); dan 

h. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas Asisten Teknisi Siaran, dan surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 86 

(1) Tata cara pengangkatan dalam JFATS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

pengangkatan ke dalam JFATS kepada kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan persyaratan 

administratif sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 82 dan/ 

atau Pasal 85; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI melakukan seleksi administrasi 

dan verifikasi kesesuaian persyaratan pengangkatan 

dan menyampaikan ke direktur yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

c. direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

melakukan seleksi administrasi dan verifikasi 

persyaratan pengangkatan serta menyampaikan 

usul pengangkatan kepada pimpinan tinggi madya 

atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian untuk diproses 

pengangkatannya sebagai Asisten Teknisi Siaran; 
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d. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk kemudian melakukan verifikasi atas 

kebenaran dan keabsahan berkas pada lampiran 

usulan pengangkatan PNS ke dalam JFATS sebagai 

berikut: 

1. memeriksa kesesuaian usulan yang diterima 

dengan kelengkapan lampiran dokumen 

administrasi yang dipersyaratkan; 

2. melakukan penelitian pangkat, golongan ruang, 

dan jumlah Angka Kredit, serta jenjang jabatan 

yang bersangkutan; dan 

3. menyiapkan rancangan surat keputusan 

pengangkatan menjadi Asisten Teknisi Siaran, 

e. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk menyampaikan rancangan surat keputusan 

pengangkatan Asisten Teknisi Siaran untuk 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Asisten 

Teknisi Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
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(2) Tata cara pengangkatan ke dalam JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 87 

(1) Asisten Teknisi Siaran dapat dinaikkan pangkatnya 

setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Dalam hal kenaikan pangkat Asisten Teknisi Siaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Teknisi 

Siaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang 

meliputi: 

a. menjadi pengajar/pelatih di bidang JFATS; 

b. keanggotaan dalam Tim Penilai; 

c. perolehan penghargaan/tanda jasa; 

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung 

pelaksanaan tugas JFATS; atau 

e. perolehan gelar/ijazah lain. 

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka 

Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. 
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(5) Asisten Teknisi Siaran yang memiliki Angka Kredit 

melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit 

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat 

berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. 

 

Pasal 88 

(1) Kenaikan jenjang JFATS satu tingkat lebih tinggi wajib 

memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat 

dalam satu jenjang JFATS yang sedang diduduki.  

(3) Kenaikan jenjang JFATS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan 

lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan 

diduduki. 

(4) Kenaikan jenjang JFATS harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi;   

b. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan/atau  

c. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh 

Kementerian. 

(5) Asisten Teknisi Siaran Mahir yang akan naik jabatan 

setingkat lebih tinggi menjadi Teknisi Siaran Penyelia, 

Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) 

berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(6) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) meliputi: 

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang 

tugas JFATS; 

b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang 

tugas JFATS; 
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c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah 

di bidang tugas JFATS; 

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang 

tugas JFATS; 

e. pelatihan/pengembangan kompetensi mdi bidang 

tugas JFATS; atau 

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian. 

 

Pasal 89 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

pangkat JFATS terdiri atas: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

e. PAK. 

(2) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

jabatan JFATS terdiri atas: 

a. surat ketersediaan formasi JFATS yang akan 

diduduki; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir;  

f. PAK; dan 

g. Surat rekomendasi lulus Uji Kompetensi. 

(3) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 90 

(1) Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFATS adalah sebagai berikut: 
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a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan 

kepada Kepala satuan kerja dengan melampirkan 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86; 

b. Kepala satuan kerja di lingkungan instansi 

melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan serta 

menyampaikan hasil verifikasi yang memenuhi 

persyaratan kepada PyB atau pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan 

jabatan dan menyampaikannya untuk ditetapkan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 

yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan; dan 

f. asli surat keputusan Kenaikan Pangkat 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 

disampaikan kepada Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 
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4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada diagram alur sebagaimana dimaksud pada 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Pemberhentian 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 91 

(1) Asisten Teknisi Siaran akan diberhentikan dari 

jabatannya apabila: 

a. mengundurkan diri dari jabatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan 

Pelaksana; dan 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki 

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan 

tugas JFATS. 

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 

pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran 

diri setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Pembina 

Teknis. 
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(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang 

membidangi pembinaan JFATS; 

(6) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dapat 

dipertimbangkan dalam hal: 

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

dipersyaratkan untuk menduduki JFATS; atau 

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan pada JFATS yang diduduki. 

(7) PNS yang diberhentikan dari JFATS karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang JFATS terakhir apabila tersedia 

kebutuhan jenjang JFATS. 

(8) Terhadap Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan 

pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari PyB sebelum 

ditetapkan pemberhentiannya. 

(9) Asisten Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) tidak dapat diangkat kembali dalam JFATS sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 92 

Persyaratan Administratif yang diperlukan untuk 

pemberhentian JFATS yaitu: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai calon 

PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. surat pernyataan pengunduran diri untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a; 

e. surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 91 ayat (1) huruf b; 
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f. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

ayat (1) huruf c; 

g. surat tugas belajar untuk pemberhentian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d; 

h. surat melaksanakan tugas di luar JFATS untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 

ayat (1) huruf e; 

i. surat keterangan tidak memenuhi persyaratan jabatan 

dari kepala satuan kerja untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f. 

 

Pasal 93 

(1) Tata Cara Pemberhentian dari JFATS adalah sebagai 

berikut: 

a. Usulan Pemberhentian dari JFATS disampaikan oleh 

PyB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 

b. PNS yang akan diberhentikan terlebih dahulu 

mempersiapkan persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92; 

c. kepala satuan kerja/kepala stasiun melakukan 

seleksi administrasi dan verifikasi kesesuaian 

persyaratan pengangkatan; 

d. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pemberhentian dari JFATS dan 

menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

e. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian kemudian memeriksa 

keabsahan berkas dan kesesuaian usulan 

pemberhentian dari JFATS;  
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f. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian menyiapkan rancangan 

surat keputusan pemberhentian dari JFATS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian; 

g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf f dapat 

mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling 

rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian yang ditunjuk di 

lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian 

Asisten Teknisi Siaran; 

h. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pemberhentian dari 

JFATS; dan 

i. asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana 

yang dimaksud  pada huruf h disampaikan kepada 

Asisten Teknisi Siaran yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata Cara Pemberhentian dari JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Paragraf 4 

Tata Cara Pengangkatan Kembali 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 94 

(1) Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf b 

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia 

kebutuhan JFATS. 

(2) Pengangkatan kembali ke dalam JFATS setelah menjalani 

pemberhentian dapat dipertimbangkan apabila: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFATS yang akan 

diduduki; 

b. telah diangkat kembali sebagai PNS; 

c. telah diangkat kembali pada instansi semula setelah 

cuti di luar tanggungan negara; 

d. telah selesai menjalani tugas di luar JFATS; 

dan/atau 

e. telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan. 

(3) Pengangkatan kembali dalam JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan 

Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah 

dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas 

bidang JFATS selama diberhentikan. 

(4) Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena 

ditugaskan pada Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 91 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang 

sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling 

kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang 

JFATS terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan 

lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JFATS. 

 

Pasal 95 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan kembali dalam JFATS yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 
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b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan Surat keputusan pemberhentian dari JFATS 

f. surat pengangkatan kembali sebagai PNS untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) 

huruf b; 

g. surat keterangan selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara untuk pengangkatan kembali 

karena pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c; 

h. surat keterangan selesai tugas belajar untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) 

huruf d; 

i. surat keterangan selesai melaksanakan tugas di luar 

JFATS untuk pengangkatan kembali karena 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

91 ayat (1) huruf e; 

j. surat keterangan lulus uji kompetensi untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) 

huruf e; dan 

k. PAK terakhir sebelum diberhentikan. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 96 

(1) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFATS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang akan diangkat kembali sebagai Asisten 

Teknisi Siaran terlebih dahulu mempersiapkan 
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persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 95; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pengangkatan kembali JFATS 

dan menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan pengangkatan 

kembali JFATS;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan pengangkatan kembali JFATS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pengangkatan kembali 

JFATS; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan kembali yang 

ditetapkan PyB, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi disampaikan kepada Asisten Teknisi 

Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 
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(2) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Kerja Tim Penilai dan 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Kerja Tim Penilai 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 97 

(1) Dalam menetapkan angka kredit, PyMAK dibantu oleh 

Tim Penilai. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas: 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh pejabat penilai;  

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan 

nilai capaian tugas jabatan;  

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat 

dan/atau jenjang jabatan;  

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;  

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian 

capaian tugas jabatan;  

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;  

g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam 

pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, 

pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta 

keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan 

dan pelatihan.  

(3) Tim Penilai JFATS berjumlah ganjil dengan susunan 

sebagai berikut: 
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a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah 

pejabat administrator atau Asisten Teknisi Siaran 

penyelia; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota, harus 

berasal dari unsur kepegawaian; dan 

c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, 

dengan 2 (dua) orang yang berasal dari Asisten 

Teknisi Siaran. 

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi 

dari Asisten Teknisi Siaran, maka dapat diangkat dari 

PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja 

Asisten Teknisi Siaran. 

(5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 

sama dengan jabatan atau pangkat Asisten Teknisi 

Siaran yang dinilai; 

b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; 

dan 

c. aktif melakukan penilaian. 

(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang 

waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun 

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua 

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota 

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.  

(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 

ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti 

anggota.  

 

Pasal 98 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (1) 

adalah TPUK. 
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(2) TPUK dibentuk dengan keputusan direktur yang 

membidangi kepegawaian. 

(3) Tembusan keputusan pembentukan TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri. 

(4) Tembusan keputusan pembentukan TPUK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat 

pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian. 

 

Pasal 99 

(1) TPUK mempunyai tugas membantu direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk 

di lingkungan RRI dan/atau TVRI dalam menetapkan 

Angka Kredit bagi Asisten Teknisi Siaran pemula, 

pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai 

dengan Asisten Teknisi Siaran penyelia, penata tingkat I, 

golongan ruang III/d di lingkungan RRI dan/atau TVRI, 

dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan 

Penetapan Angka Kredit JFATS yang menjadi 

kewenangannya.  

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPUK melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang dipersyaratkan bagi setiap 

usulan PAK; 

b. melakukan penilaian terhadap usulan PAK Asisten 

Teknisi Siaran yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf b kepada direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI selaku 

PyMAK. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPUK bertanggung jawab 

kepada direktur yang membidangi kepegawaian atau 

pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI. 
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Pasal 100 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan bantuan 

teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas Tim Penilai dan PyMAK. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara 

fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

(3) Kedudukan Sekretariat berada pada unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

penilaian Angka Kredit Asisten Teknisi Siaran; 

b. memeriksa bahan kelengkapan dan kebenaran 

administrasi usulan PAK Asisten Teknisi Siaran; 

c. menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai; 

d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pleno; 

e. mempersiapkan dan menyampaikan PAK kepada 

pimpinan unit Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam proses penetapan 

pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau 

kenaikan pangkat Asisten Teknisi Siaran; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; 

dan 

g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim 

Penilai. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung 

jawab kepada Ketua Tim Penilai. 
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Paragraf 2 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 101 

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, 

Asisten Teknisi Siaran mendokumentasikan hasil kerja 

yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap 

tahunnya.  

(2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan target 

kinerja setiap tahun Asisten Teknisi Siaran berdasarkan 

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.  

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari 

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari 

penetapan kinerja unit kerja. 

(4) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit 

dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. 

(5) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai 

dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau 

kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk 

masing-masing jenjang JFATS. 

 

Pasal 102 

(1) Target Angka Kredit yang harus dicapai oleh Asisten 

Teknisi Siaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut: 

a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) 

Angka Kredit untuk Asisten Teknisi Siaran pemula; 

b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten 

Teknisi Siaran terampil; 

c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka 

Kredit untuk Asisten Teknisi Siaran mahir; dan 

d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit 

untuk Asisten Teknisi Siaran penyelia. 

(2) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan 

kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (1) huruf a, yang harus dicapai untuk masing- 

masing jenjang JFATS kategori keterampilan setiap tahun 

yaitu: 

a. paling sedikit 3 (tiga) Angka Kredit untuk Asisten 

Teknisi Siaran Pemula; 

b. paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit untuk Asisten 

Teknisi Siaran Terampil; dan 

c. paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk 

Asisten Teknisi Siaran Mahir. 

(3) Target Angka Kredit Asisten Teknisi Siaran Penyelia, 

pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 

paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit. 

(4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 103 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit JFATS adalah sebagai 

berikut: 

a. Asisten Teknisi Siaran mengajukan usulan PAK kepada 

kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan:  

1. SKP terakhir; 

2. bukti fisik butir kegiatan; 

3. surat pernyataan melaksanakan kegiatan; 

4. salinan surat keputusan terakhir tentang 

pengangkatan dalam JFATS; 

5. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

dan 

6. PAK terakhir. 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI meneruskan usulan PAK tersebut kepada 

direktur yang membidangi kepegawaian untuk diteliti 

kelengkapan dan kebenarannya; 
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c. direktur yang membidangi kepegawaian menyampaikan 

usulan PAK kepada PyMAK yaitu direktur yang 

membidangi kepegawaian untuk usulan PAK Asisten 

Teknisi Siaran pemula, pangkat pengatur muda, 

golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Teknisi 

Siaran penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan 

ruang III/d; 

d. PyMAK menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai. 

 

Pasal 104 

(1) Sebelum melakukan penilaian, ketua Tim Penilai 

menugaskan kepada Sekretariat untuk memverifikasi 

kelengkapan bukti fisik. 

(2) Jika terdapat kekurangan berkas Sekretariat dapat 

meminta kekurangan tersebut kepada Asisten Teknisi 

Siaran yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja. 

 

Pasal 105 

(1) Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat menugaskan 2 

(dua) anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian 

secara mandiri. 

(2) Anggota Tim Penilai menerima berkas usulan PAK untuk 

melakukan Penilaian. 

(3) Anggota Tim Penilai menilai kesesuaian bukti fisik usulan 

PAK dengan butir kegiatan JFATS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 106 

(1) Hasil penilaian dibahas dalam Rapat Pleno untuk 

penentuan PAK. 

(2) Hasil penilaian yang telah disetujui oleh Tim Penilai 

dituangkan ke dalam berita acara penilaian dan PAK. 
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Pasal 107 

(1) Hasil penilaian dalam bentuk PAK diserahkan oleh ketua 

Tim Penilai kepada PyMAK untuk ditetapkan. 

(2) PAK yang telah ditetapkan oleh PyMAK, aslinya 

disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, 

dan dibuatkan tembusannya sebanyak 4 (empat) rangkap 

disampaikan kepada: 

a. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

b. pimpinan unit kerja Asisten Teknisi Siaran yang 

bersangkutan; 

c. Asisten Teknisi Siaran yang bersangkutan; dan 

d. pejabat lain yang dianggap perlu. 

 

Bagian Keempat 

Unit Pembina Teknis 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 108 

(1) Unit pembina teknis JFATS adalah direktorat yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan TVRI. 

(2) Tugas unit pembina teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. menentukan tata cara formasi JFATS;  

b. menentukan standar kompetensi JFATS;  

c. menyusun materi bagi petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis JFATS;  

d. menentukan standar kualitas hasil kerja dan 

pedoman penilaian kualitas hasil kerja;  

e. menentukan tata cara penulisan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;  

f. menentukan kurikulum pelatihan JFATS; 

g. menghitung dan menganalisis kebutuhan pelatihan 

JFATS; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja 

penyelenggara pelatihan JFATS terkait dengan 

pembinaan penyelenggaraan pelatihan JFATS;  
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i. membantu Kementerian dalam menyelenggarakan 

uji kompetensi JFATS;  

j. membantu Kementerian dalam melakukan 

sosialisasi dan bimbingan teknis terkait JFATS;  

k. membangun sistem informasi JFATS;  

l. membantu JFATS dalam pelaksanaan tugas JFATS;  

m. membantu JFATS dalam pembentukan organisasi 

profesi;  

n. membantu organisasi profesi dalam penyusunan 

dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku 

JFATS;  

o. membantu Kementerian dalam melakukan dan 

melaporkan pemantauan dan evaluasi penerapan 

JFATS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; dan  

p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja 

pengguna dalam rangka pembinaan karir. 

 

Bagian Kelima 

Organisasi Profesi 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

 

Pasal 109 

(1) JFATS wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.  

(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak jabatan 

fungsional ditetapkan.  

(3) Asisten Teknisi Siaran wajib menjadi anggota organisasi 

profesi JFATS.  

(4) Pembentukan organisasi profesi JFATS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian.  

(5) Organisasi profesi JFATS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku 

profesi.  

(6) Organisasi profesi JFATS mempunyai tugas:  

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;  

b. memberikan advokasi; dan  
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c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.  

(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a, ditetapkan 

oleh organisasi profesi JFATS setelah mendapat 

persetujuan dari pimpinan Kementerian. 

 

BAB V 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN 

 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyusunan Formasi 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 110 

(1) Formasi JFAPS disusun berdasarkan analisis kebutuhan 

jabatan dan penghitungan beban kerja. 

(2) Pengisian Formasi JFAPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. volume kegiatan yang dilaksanakan pada masing-

masing jenjang jabatan;  

b. nilai angka kredit bagi tiap-tiap butir kegiatan; 

c. konstanta, yaitu nilai perbandingan antara angka 

kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat 

dengan waktu kerja efektif selama 4 (empat) tahun. 

(3) Formasi JFAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun  dengan pedoman penyusunan Formasi JFAPS 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan 

Jabatan, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali 

Dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Cara Pengangkatan ke dalam 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 111 

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JFAPS dilakukan melalui: 

a. pengangkatan pertama; 

b. perpindahan dari jabatan lain; 

c. Penyesuaian/Inpassing; dan/atau 

d. promosi. 

 

Pasal 112 

(1) Pengangkatan dalam JFATS melalui pengangkatan 

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf 

a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. tersedia kebutuhan jenjang JFAPS yang akan 

diduduki;  

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat;  

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan 

kebutuhan JFAPS dari calon PNS. 

(3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS dan telah 

mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) 

tahun wajib diangkat dalam JFAPS.  

(4) PNS yang telah diangkat dalam JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib 
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mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 

fungsional.  

(5) Asisten Pranata Siaran yang belum mengikuti dan/atau 

tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan 

kenaikan jenjang satu tingkat di atas.  

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam JFAPS 

dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan 

tugas JFAPS. 

 

Pasal 113 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan pertama JFAPS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 111 huruf a yaitu: 

a. salinan ijazah SLTA atau sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat) 

fungsional; 

e. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

f. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir 

oleh pejabat yang menangani di bidang kepegawaian; 

dan 

g. surat keterangan lulus Uji Kompetensi, 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 114 

(1) Pengangkatan dalam JFAPS melalui perpindahan dari 

jabatan lain ke JFAPS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 
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a. tersedia kebutuhan jenjang JFAPS yang akan 

diduduki;  

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat; 

f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang teknik Produksi, Penyiaran, dan Layanan 

Media Baru paling kurang 2 (dua) tahun; 

h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir; dan 

i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke 

dalam JFAPS melalui perpindahan yaitu sama dengan 

pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang 

ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang 

ditetapkan oleh PyMAK.  

(3) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFAPS melalui 

perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan 

dengan mempertimbangkan pengalaman dalam 

pelaksanaan tugas di bidang JFAPS. 

 

Pasal 115 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

perpindahan dari jabatan lain ke JFAPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 huruf b yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) 

atau sertifikat diklat prajabatan; 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -104- 

h. surat keterangan dari kepala satuan kerja/kepala 

stasiun atau kepala bagian yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

paling rendah setara pejabat administrator yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dan 

masih melakukan pekerjaan di bidang teknik 

Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan 

i. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas, dan surat keterangan lulus Uji Kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 116 

(1) Pengangkatan dalam JFAPS melalui 

Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFAPS yang akan 

diduduki;  

b. berstatus PNS; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. sehat jasmani dan rohani; 

e. berijazah paling rendah (SLTA)/sederajat; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di 

bidang Produksi, Penyiaran, dan Layanan Media 

Baru paling kurang 2 (dua) tahun; dan 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 

2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing 

JFATS terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 117 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

penyesuaian/inpassing ke dalam JFAPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 huruf c yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan/atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

g. surat keterangan dari kepala satuan kerja/kepala 

stasiun atau kepala bagian yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

paling rendah setara pejabat administrator yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dan 

masih melakukan pekerjaan di bidang Produksi, 

Penyiaran, dan Layanan Media Baru. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, dan surat keterangan pelaksanaan 

tugas Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 118 

Pengangkatan dalam JFAPS melalui promosi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 huruf d, harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. tersedia jenjang JFAPS yang akan diduduki 

b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi; 

c. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

d. memiliki rekam jejak yang baik; 
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e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

 

Pasal 119 

(1) Promosi JFAPS dilaksanakan atas dasar: 

a. pengembangan karir; dan 

b. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis 

(2) Pengangkatan promosi JFAPS ditetapkan berdasarkan 

kriteria: 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi 

dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga 

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang 

akan diduduki. 

(3) Pengangkatan melalui Promosi JFAPS dilaksanakan 

dalam hal: 

a. pengangkatan; atau 

b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi 

(4) Pengangkatan dalam JFAPS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku 

bagi PNS yang belum menduduki JFAPS. 

(5) Pengangkatan dalam JFAPS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku 

bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JFAPS. 

(6) Pengangkatan dalam JFAPS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; 

b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan 

profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 
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(7) Pengangkatan JFAPS melalui promosi harus 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang 

JFAPS yang akan diduduki. 

(8) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JFAPS melalui 

promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. 

(9) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan 

organisasi yang bersifat strategis, promosi JFAPS dapat 

dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan 

Pengawas. 

(10) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 

berlaku bagi PNS yang menduduki JFAPS Penyelia yang 

dipromosikan dalam Jabatan Pengawas. 

(11) Pengangkatan dalam JFAPS melalui promosi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara 

kompetitif berbasis sistem merit. 

 

Pasal 120 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk promosi 

ke dalam JFAPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 

huruf d yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan ijazah (SLTA)/sederajat yang diakreditasi 

dan atau dilegalisir; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

d. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

f. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; 

g. Penetapan Angka Kredit (bagi yang sudah menjabat 

sebagai Asisten Pranata Siaran); dan 

h. surat keterangan lulus Uji Kompetensi. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi, surat keterangan pelaksanaan 

tugas Asisten Pranata Siaran, dan surat keterangan lulus 

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 121 

(1) Tata cara pengangkatan dalam JFAPS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

pengangkatan ke dalam JFAPS kepada kepala 

satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan persyaratan 

administratif sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117 

dan/ atau Pasal 120; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala 

bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan 

RRI dan/atau TVRI melakukan seleksi administrasi 

dan verifikasi kesesuaian persyaratan pengangkatan 

dan menyampaikan ke direktur yang membidangi 

kepegawaian di lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

c. direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat 

lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI 

melakukan seleksi administrasi dan verifikasi 

persyaratan pengangkatan serta menyampaikan 

usul pengangkatan kepada pimpinan tinggi madya 

atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian untuk diproses 

pengangkatannya sebagai Asisten Pranata Siaran; 

d. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk kemudian melakukan verifikasi atas 

kebenaran dan keabsahan berkas pada lampiran 

usulan pengangkatan PNS ke dalam JFAPS sebagai 

berikut: 

1. memeriksa kesesuaian usulan yang diterima 

dengan kelengkapan lampiran dokumen 

administrasi yang dipersyaratkan; 
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2. melakukan penelitian pangkat, golongan ruang, 

dan jumlah Angka Kredit, serta jenjang jabatan 

yang bersangkutan; dan 

3. menyiapkan rancangan surat keputusan 

pengangkatan menjadi Asisten Pranata Siaran, 

e. pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian atau pejabat yang 

ditunjuk menyampaikan rancangan surat keputusan 

pengangkatan Asisten Pranata Siaran untuk 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan yang telah 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

pejabat yang ditunjuk disampaikan kepada Asisten 

Pranata Siaran yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Pranata Siaran 

yang bersangkutan; 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu 

(2) Tata cara pengangkatan kembali JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 122 

(1) Asisten Pranata Siaran dapat dinaikkan pangkatnya 

setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan: 
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a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Dalam hal kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Asisten Pranata Siaran dapat 

melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi: 

a. menjadi pengajar/pelatih di bidang JFAPS; 

b. keanggotaan dalam Tim Penilai; 

c. perolehan penghargaan/tanda jasa; 

d. melaksanakan tugas lain yang mendukung 

pelaksanaan tugas JFAPS; atau 

e. perolehan gelar/ijazah lain. 

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka 

Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. 

(5) Asisten Pranata Siaran yang memiliki Angka Kredit 

melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 

pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit 

tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat 

berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional. 

 

Pasal 123 

(1) Kenaikan jenjang JFAPS satu tingkat lebih tinggi wajib 

memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  
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(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat 

dalam satu jenjang JFAPS yang sedang diduduki.  

(3) Kenaikan jenjang JFAPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan 

lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan 

diduduki. 

(4) Kenaikan jenjang JFAPS harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi;   

b. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; dan/atau  

c. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh 

Kementerian. 

(5) Asisten Pranata Siaran Mahir yang akan naik jabatan 

setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Siaran Penyelia, 

Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) 

berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(6) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) meliputi: 

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang 

tugas JFAPS; 

b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang 

tugas JFAPS; 

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah 

di bidang tugas JFAPS; 

d. penyusunan    pedoman/petunjuk teknis     di 

bidang tugas JFAPS; 

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang 

tugas JFAPS; atau 

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Kementerian. 

 

Pasal 124 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

pangkat JFAPS terdiri atas: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 
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b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. salinan SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan 

e. PAK. 

(2) Persyaratan administratif yang diperlukan bagi kenaikan 

jabatan JFAPS terdiri atas: 

a. surat ketersediaan formasi JFAPS yang akan 

diduduki; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan SKP 1 (satu) tahun terakhir;  

f. PAK; dan 

g. Surat rekomendasi lulus Uji Kompetensi. 

(3) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 125 

(1) Tata Cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFAPS adalah sebagai berikut: 

a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan 

persyaratan secara hierarkis mengajukan usulan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan 

kepada Kepala satuan kerja dengan melampirkan 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124; 

b. Kepala satuan kerja di lingkungan instansi 

melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan 

kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan serta 

menyampaikan hasil verifikasi yang memenuhi 

persyaratan kepada PyB atau pimpinan tinggi 

pratama yang membidangi kepegawaian; 
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c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan;  

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan 

jabatan dan menyampaikannya untuk ditetapkan 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat 

yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan jabatan; dan 

f. asli surat keputusan Kenaikan Pangkat 

sebagaimana yang dimaksud pada huruf e 

disampaikan kepada Asisten Pranata Siaran yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Pranata Siaran 

yang bersangkutan;  

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata cara Kenaikan Pangkat dan/atau Kenaikan Jabatan 

JFAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada diagram alur sebagaimana dimaksud pada 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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Paragraf 3 

Tata Cara Pemberhentian 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 126 

(1) Asisten Pranata Siaran akan diberhentikan dari 

jabatannya apabila: 

a. mengundurkan diri dari jabatan; 

b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan 

Pelaksana; dan 

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki 

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan 

tugas JFAPS. 

(3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan. 

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 

pemberhentian Pejabat Fungsional karena pengunduran 

diri setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Pembina 

Teknis. 

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang 

membidangi pembinaan JFAPS; 

(6) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dapat 

dipertimbangkan dalam hal: 

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

dipersyaratkan untuk menduduki JFAPS; atau 

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang 

ditentukan pada JFAPS yang diduduki. 
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(7) PNS yang diberhentikan dari JFAPS karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang JFAPS terakhir apabila tersedia 

kebutuhan jenjang JFAPS. 

(8) Terhadap Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan 

pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari PyB sebelum 

ditetapkan pemberhentiannya. 

(9) Asisten Pranata Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) tidak dapat diangkat kembali dalam JFAPS yang sama 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

 

Pasal 127 

Persyaratan Administratif yang diperlukan untuk 

pemberhentian JFAPS yaitu: 

a. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai calon 

PNS; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

c. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

d. surat pernyataan pengunduran diri untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a; 

e. surat keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS 

untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 126 ayat (1) huruf b; 

f. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 

ayat (1) huruf c; 

g. surat tugas belajar untuk pemberhentian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d; 

h. surat melaksanakan tugas di luar JFAPS untuk 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 

ayat (1) huruf e; dan 

i. surat keterangan tidak memenuhi persyaratan jabatan 

dari kepala satuan kerja untuk pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf f. 
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Pasal 128 

(1) Tata Cara Pemberhentian dari JFAPS adalah sebagai 

berikut: 

a. Usulan Pemberhentian dari JFAPS disampaikan oleh 

PyB kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 

b. PNS yang akan diberhentikan terlebih dahulu 

mempersiapkan persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127; 

c. kepala satuan kerja/kepala stasiun melakukan 

seleksi administrasi dan verifikasi kesesuaian 

persyaratan pengangkatan; 

d. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pemberhentian dari JFAPS dan 

menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

e. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian kemudian memeriksa 

keabsahan berkas dan kesesuaian usulan 

pemberhentian dari JFAPS;  

f. PyB atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian menyiapkan rancangan 

surat keputusan pemberhentian dari JFAPS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian;  

g. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf f dapat 

mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling 

rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

membidangi kepegawaian yang ditunjuk di 

lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian 

Asisten Pranata Siaran; 
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h. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pemberhentian dari 

JFAPS; dan 

i. asli surat keputusan pemberhentian sebagaimana 

yang dimaksud  pada huruf h disampaikan kepada 

Asisten Pranata Siaran yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Pranata Siaran 

yang bersangkutan;  

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; dan 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata Cara Pemberhentian dari JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Paragraf 4 

Tata Cara Pengangkatan Kembali 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 129 

(1) Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena alasan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (1) huruf b 

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai 

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia  

kebutuhan JFAPS. 

(2) Pengangkatan kembali ke dalam JFAPS setelah menjalani 

pemberhentian dapat dipertimbangkan apabila: 

a. tersedia kebutuhan jenjang JFAPS yang akan 

diduduki; 
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b. telah diangkat kembali sebagai PNS; 

c. telah diangkat kembali pada instansi semula setelah 

cuti di luar tanggungan negara; 

d. telah selesai menjalani tugas di luar JFAPS; 

dan/atau 

e. telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan. 

(3) Pengangkatan kembali dalam JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan 

Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah 

dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas 

bidang JFAPS selama diberhentikan. 

(4) Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena 

ditugaskan pada Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 126 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada 

jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya 

paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada 

jenjang JFAPS terakhir yang didudukinya, setelah 

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia 

kebutuhan JFAPS. 

 

Pasal 130 

(1) Persyaratan administratif yang diperlukan untuk 

pengangkatan kembali dalam JFAPS yaitu: 

a. surat keterangan ketersediaan formasi; 

b. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai 

calon PNS; 

c. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; 

d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

e. salinan Surat keputusan pemberhentian dari JFAPS 

f. surat pengangkatan kembali sebagai PNS untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) 

huruf b; 

g. surat keterangan selesai menjalani cuti di luar 

tanggungan negara untuk pengangkatan kembali 

karena pemberhentian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c; 
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h. surat keterangan selesai tugas belajar untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) 

huruf d; 

i. surat keterangan selesai melaksanakan tugas di luar 

JFAPS untuk pengangkatan kembali karena 

pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

126 ayat (1) huruf e;  

j. surat keterangan lulus uji kompetensi untuk 

pengangkatan kembali karena pemberhentian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) 

huruf e; dan 

k. PAK terakhir sebelum diberhentikan. 

(2) Persyaratan administratif berupa surat keterangan 

ketersediaan formasi dan surat keterangan lulus Uji 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 131 

(1) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFAPS adalah sebagai 

berikut: 

a. PNS yang akan diangkat kembali sebagai Asisten 

Pranata Siaran terlebih dahulu mempersiapkan 

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 130; 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun memeriksa 

kelengkapan berkas pengangkatan kembali JFAPS 

dan menyampaikan berkas persyaratan dilampiri 

dokumen yang ditentukan kepada PyB atau 

pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian; 

c. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian kemudian memeriksa keabsahan 

berkas dan kesesuaian usulan pengangkatan 

kembali JFAPS;  

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -120- 

d. PyB atau pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian menyiapkan rancangan surat 

keputusan pengangkatan kembali JFAPS dan 

menyampaikannya untuk ditetapkan oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;  

e. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan menetapkan dan 

mengesahkan keputusan pengangkatan kembali 

JFAPS; dan 

f. asli surat keputusan pengangkatan kembali yang 

ditetapkan PyB, oleh Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi disampaikan kepada Asisten Pranata 

Siaran yang bersangkutan dengan tembusan 

kepada: 

1. pimpinan unit kerja bidang sistem informasi 

kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara; 

2. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

3. pimpinan unit kerja Asisten Pranata Siaran 

yang bersangkutan; dan 

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara setempat; 

5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

(2) Tata Cara Pengangkatan Kembali JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada diagram alur 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 
-121- 

Bagian Ketiga 

Tata Kerja Tim Penilai Dan 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Paragraf 1 

Tata Kerja Tim Penilai 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 132 

(1) Dalam menetapkan angka kredit, PyMAK dibantu oleh 

Tim Penilai. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki tugas: 

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh pejabat penilai;  

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan 

nilai capaian tugas jabatan;  

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat 

dan/atau jenjang jabatan;  

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;  

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian 

capaian tugas jabatan;  

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;  

g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam 

pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, 

pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta 

keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan 

dan pelatihan.  

(3) Tim Penilai JFAPS berjumlah ganjil dengan susunan 

sebagai berikut: 

a. seorang ketua merangkap anggota, paling rendah 

pejabat administrator atau Asisten Pranata Siaran 

ahli penyelia; 

b. seorang sekretaris merangkap anggota, harus 

berasal dari unsur kepegawaian; dan 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -122- 

c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, 

dengan 2 (dua) orang yang berasal dari Asisten 

Pranata Siaran. 

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi 

dari Asisten Pranata Siaran, maka dapat diangkat dari 

PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja 

Asisten Pranata Siaran. 

(5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 

sama dengan jabatan atau pangkat Asisten Pranata 

Siaran yang dinilai; 

b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; 

dan 

c. aktif melakukan penilaian. 

(6) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(7) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang 

waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun 

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua 

Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota 

secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.  

(9) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 

ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti 

anggota.  

 

Pasal 133 

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 132 ayat (1) 

adalah TPUK. 

(2) TPUK dibentuk dengan keputusan direktur yang 

membidangi kepegawaian. 

(3) Tembusan keputusan pembentukan TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri. 

 (4) Tembusan keputusan pembentukan TPUK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat 
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pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian 

atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi 

kepegawaian Kementerian. 

 

Pasal 134 

(1) TPUK mempunyai tugas membantu direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk 

di lingkungan RRI dan/atau TVRI dalam menetapkan 

Angka Kredit bagi Asisten Pranata Siaran pemula, 

pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a sampai 

dengan Asisten Pranata Siaran penyelia, penata tingkat I, 

golongan ruang III/d di lingkungan RRI dan/atau TVRI, 

dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan 

Penetapan Angka Kredit JFAPS yang menjadi 

kewenangannya.  

(2) Dalam melaksanakan tugas, TPUK melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. meneliti bukti yang dipersyaratkan bagi setiap 

usulan PAK; 

b. melakukan penilaian terhadap usulan PAK Asisten 

Pranata Siaran yang menjadi kewenangannya; dan  

c. menyampaikan hasil penilaian sebagaimana 

dimaksud pada huruf b kepada direktur yang 

membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang 

ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau TVRI selaku 

PyMAK. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, TPUK bertanggung jawab 

kepada direktur yang membidangi kepegawaian atau 

pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan/atau 

TVRI. 

 

Pasal 135 

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan bantuan 

teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas Tim Penilai dan PyMAK. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara 

fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian. 

www.peraturan.go.id



2019, No.1561 -124- 

(3) Kedudukan Sekretariat berada pada unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pembinaan kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

penilaian Angka Kredit Asisten Pranata Siaran; 

b. memeriksa bahan kelengkapan dan kebenaran 

administrasi usulan PAK Asisten Pranata Siaran; 

c. menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai; 

d. mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Pleno; 

e. mempersiapkan dan menyampaikan PAK kepada 

pimpinan unit Asisten Pranata Siaran yang 

bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam proses penetapan 

pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau 

kenaikan pangkat Asisten Pranata Siaran; 

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; 

dan 

g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim 

Penilai. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung 

jawab kepada ketua Tim Penilai. 

 

Paragraf 2 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 136 

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, 

Asisten Pranata Siaran mendokumentasikan hasil kerja 

yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap 

tahunnya. 

(2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan target 

kinerja setiap tahun Asisten Pranata Siaran berdasarkan 

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.  
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(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari 

uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari 

penetapan kinerja unit kerja. 

(4) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit 

dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. 

(5) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai 

dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau 

kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk 

masing-masing jenjang JFAPS. 

 

Pasal 137 

(1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- 

masing jenjang JFAPS setiap tahun, yaitu: 

a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) 

Angka Kredit untuk Asisten Pranata Siaran pemula; 

b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk terampil; 

c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka 

Kredit untuk Asisten Pranata Siaran mahir; dan 

d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit 

untuk Asisten Pranata Siaran penyelia. 

(2) Target Angka Kredit dalam hal belum tersedia lowongan 

kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, yang harus dicapai untuk masing- 

masing jenjang JFAPS kategori keterampilan setiap tahun 

yaitu: 

a. paling sedikit 3 (tiga) Angka Kredit untuk Asisten 

Pranata Siaran Pemula; 

b. paling sedikit 4 (empat) Angka Kredit untuk Asisten 

Pranata Siaran Terampil; dan 

c. paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk 

Asisten Pranata Siaran Mahir. 

(3) Target Angka Kredit Asisten Pranata Siaran Penyelia, 

pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 

paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit. 
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(4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 138 

Tata cara penilaian Angka Kredit JFAPS adalah sebagai 

berikut: 

a. Asisten Pranata Siaran mengajukan usulan PAK kepada 

kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI dengan melampirkan:  

1. SKP terakhir; 

2. bukti fisik butir kegiatan; 

3. surat pernyataan melaksanakan kegiatan; 

4. salinan surat keputusan terakhir tentang 

pengangkatan dalam JFAPS; 

5. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; 

dan 

6. PAK terakhir. 

b. kepala satuan kerja/kepala stasiun atau kepala bagian 

yang membidangi kepegawaian di lingkungan RRI 

dan/atau TVRI meneruskan usulan PAK tersebut kepada 

direktur yang membidangi kepegawaian untuk diteliti 

kelengkapan dan kebenarannya; 

c. direktur yang membidangi kepegawaian menyampaikan 

usulan PAK kepada PyMAK yaitu direktur yang 

membidangi kepegawaian untuk usulan PAK Asisten 

Pranata Siaran pemula, pangkat pengatur muda, 

golongan ruang II/a sampai dengan Asisten Pranata 

Siaran penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan 

ruang III/d;  

d. PyMAK menyampaikan usulan PAK kepada ketua Tim 

Penilai. 
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Pasal 139 

(1) Sebelum melakukan penilaian, ketua Tim Penilai 

menugaskan kepada Sekretariat untuk memverifikasi 

kelengkapan bukti fisik. 

(2) Jika terdapat kekurangan berkas Sekretariat dapat 

meminta kekurangan tersebut kepada Asisten Pranata 

Siaran yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja. 

 

Pasal 140 

(1) Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat menugaskan 2 

(dua) anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian 

secara mandiri. 

(2) Anggota Tim Penilai menerima berkas usulan PAK untuk 

melakukan Penilaian.  

(3) Anggota Tim Penilai menilai kesesuaian bukti fisik usulan 

PAK dengan butir kegiatan JFAPS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 141 

(1) Hasil penilaian dibahas dalam Rapat Pleno untuk 

penentuan PAK. 

(2) Hasil penilaian yang telah disetujui oleh Tim Penilai 

dituangkan ke dalam berita acara penilaian dan PAK. 

 

Pasal 142 

(1) Hasil penilaian dalam bentuk PAK diserahkan oleh ketua 

Tim Penilai kepada PyMAK untuk ditetapkan. 

(2) PAK yang telah ditetapkan oleh PyMAK, aslinya 

disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, 

dan dibuatkan tembusannya sebanyak 4 (empat) rangkap 

disampaikan kepada: 

a. direktur yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan RRI dan/atau TVRI; 

b. pimpinan unit kerja Asisten Pranata Siaran yang 

bersangkutan; 
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c. Asisten Pranata Siaran yang bersangkutan; dan 

d. pejabat lain yang dianggap perlu. 

 

Bagian Keempat 

Unit Pembina Teknis 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 143 

(1) Unit pembina teknis JFAPS adalah direktorat yang 

membidangi kepegawaian di lingkungan RRI dan TVRI. 

(2) Tugas unit pembina teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. menentukan tata cara formasi JFAPS;  

b. menentukan standar kompetensi JFAPS;  

c. menyusun materi bagi petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis JFAPS;  

d. menentukan standar kualitas hasil kerja dan 

pedoman penilaian kualitas hasil kerja;  

e. menentukan tata cara penulisan Karya Tulis/Karya 

Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;  

f. menentukan kurikulum pelatihan JFAPS; 

g. menghitung dan menganalisis kebutuhan pelatihan 

JFAPS; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja 

penyelenggara pelatihan JFAPS terkait dengan 

pembinaan penyelenggaraan pelatihan JFAPS;  

i. membantu Kementerian dalam menyelenggarakan 

uji kompetensi JFAPS;  

j. membantu Kementerian dalam melakukan 

sosialisasi dan bimbingan teknis terkait JFAPS;  

k. membangun sistem informasi JFAPS;  

l. membantu JFAPS dalam pelaksanaan tugas JFAPS;  

m. membantu JFAPS dalam pembentukan organisasi 

profesi;  

n. membantu organisasi profesi dalam penyusunan 

dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku 

JFAPS;  
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o. membantu Kementerian dalam melakukan dan 

melaporkan pemantauan dan evaluasi penerapan 

JFAPS kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika; dan  

p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja 

pengguna dalam rangka pembinaan karir. 

 

Bagian Kelima 

Organisasi Profesi 

Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

 

Pasal 144 

(1) JFAPS wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.  

(2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak jabatan 

fungsional ditetapkan.  

(3) Asisten Pranata Siaran wajib menjadi anggota organisasi 

profesi JFAPS. 

(4) Pembentukan organisasi profesi JFAPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kementerian.  

(5) Organisasi profesi JFAPS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku 

profesi.  

(6) Organisasi profesi JFAPS mempunyai tugas:  

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;  

b. memberikan advokasi; dan  

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.  

(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a, ditetapkan 

oleh organisasi profesi JFAPS setelah mendapat 

persetujuan dari pimpinan Kementerian. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 145 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai 

dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan 

Non S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) 

disesuaikan ke dalam Teknisi Siaran Ahli Madya. 

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS 

yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai 

dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan 

Non S-1 (Strata – Satu) atau D-4 (Diploma- Empat)  tidak 

dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 

(3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS 

yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai 

dengan Teknisi Siaran Utama Muda yang memperoleh 

ijazah S-1 (Strata–Satu) atau D-4 (Diploma Empat) sesuai 

dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan 

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 146 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya 

dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran 

Madya dan Andalan Siaran Utama Muda dengan 

Pendidikan non S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat)  disesuaikan ke dalam Pranata Siaran ahli 

madya. 

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya 

dan Adikara Siaran Utama Muda serta Andalan Siaran 

Madya dan Andalan Siaran Utama Muda, dengan  

Pendidikan non S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat 

lebih tinggi. 
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(3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran Madya 

dan Adikara Siaran Utama Muda, dan Andalan Siaran 

Madya dan Andalan Siaran Utama Muda yang 

memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-

Empat) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat 

diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 147 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Teknisi Siaran yang memiliki 

Pendidikan SMA/Sederajat, Diploma II (D.II), Diploma III 

(D.III), dan telah menduduki:  

a. Asisten Teknisi Siaran Muda, pangkat Pengatur 

Muda, golongan ruang II/a disesuaikan ke dalam 

Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran Pemula; 

b. Asisten Teknisi Siaran Madya, pangkat Pengatur 

Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dan Asisten 

Teknisi Siaran, pangkat Pengatur, golongan ruang 

II/c serta Ajun Teknisi Siaran Muda, pangkat 

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, disesuaikan 

ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

Terampil; 

c. Ajun Teknisi Siaran Madya, pangkat Penata Muda, 

golongan ruang III/a dan Ajun Teknisi Siaran, 

pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 

III/b, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional 

Asisten Teknisi Siaran Mahir; dan 

d. Teknisi Siaran Pratama, pangkat Penata, golongan 

ruang III/c dan Teknisi Siaran Muda, pangkat 

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, disesuaikan 

ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran 

Penyelia. 

(2) PNS yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan 

Asisten Teknisi Siaran. 
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Pasal 148 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Adikara Siaran dan 

Jabatan Fungsional Andalan Siaran yang memiliki 

Pendidikan SMA/Sederajat, Diploma II (D.II), Diploma III 

(D.III), dan telah menduduki:  

a. Asisten Andalan Siaran Muda dan Asisten Adikara 

Siaran Muda, pangkat Pengatur Muda, golongan 

ruang II/a disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional 

Asisten Pranata Siaran Pemula; 

b. Asisten Andalan Siaran Madya dan Asisten Adikara 

Siaran Madya, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, 

golongan ruang II/b, dan Asisten Andalan Siaran 

dan Asisten Adikara Siaran, pangkat Pengatur, 

golongan ruang II/c serta Ajun Andalan Siaran 

Muda dan Ajun Adikara Siaran Muda, pangkat 

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, disesuaikan 

ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran 

Terampil; 

c. Ajun Andalan Siaran Madya dan Ajun Adikara 

Siaran Madya, pangkat Penata Muda, golongan 

ruang III/a dan Ajun Andalan Siaran dan Ajun 

Adikara Siaran pangkat Penata Muda Tingkat I, 

golongan ruang III/b, disesuaikan ke dalam Jabatan 

Fungsional Asisten Pranata Siaran Mahir; dan 

d. Andalan Siaran Pratama dan Adikara Siaran 

Pratama, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan 

Andalan Siaran Muda dan Adikara Siaran Muda, 

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, 

disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten 

Pranata Siaran Penyelia. 

(2) PNS yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan 

Asisten Teknisi Siaran. 
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Pasal 149 

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang telah 

disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, 

Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148 diberikan hak-hak 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam hal belum ada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

nomenklatur jabatan fungsional sebelum disesuaikan. 

 

Pasal 150 

Uji Kompetensi bagi Teknisi Siaran, Pranata Siaran, Asisten 

Teknisi Siaran dan Asisten Pranata Siaran yang akan naik 

jabatan setingkat lebih tinggi berlaku paling lambat tanggal 1 

Januari 2021.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 151 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan 

Menteri Penerangan Nomor 104/KEP/MENPEN/1990 

mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Jabatan 

Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara 

Siaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 152 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 6 Desember 2019 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

JOHNNY GERARD PLATE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Desember 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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